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DIGITALISASI PAJRK
DI INDONESIR

Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah bekerja untuk
memodernkan sistem pajaknya melalui beragam inisiatif
digitalisasi.! Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan
manfaat bagi wajib pajak dan otoritas pajak yang mengelola
sistem pajak di semua level di Indonesia. Hal yang penting
adalah upaya ini mencakup peningkatan penagihan
penerimaan yang dapat digunakan untuk membantu
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG),
yang menunjang masyarakat, kemakmuran, dan

lingkungan Indonesia.

Perjalanan digitalisasi pajak Indonesia dipimpin oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), badan pemerintah Indonesia
yvang bertanggung jawab atas penagihan pajak negara.
Melalui inisiatif digitalisasinya, sistem pajak Indonesia telah
mengambil langkah maju yang luar biasa meskipun tidak
semua inisiatif pajak berhasil. Capaian utama diuraikan di
bawah, beserta dengan pelajaran-pelajaran penting dari
perjalanan digitalisasi pajak Indonesia yang dapat menjadi
masukan untuk upaya reformasi perpajakan di negara lain.

Tentu saja, seperti di semua negara, masih ada banyak
pekerjaan untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi
terwujud seluruhnya. Hal ini terlihat terutama saat Indonesia
menerapkan Sistem Inti Perpajakan baru dalam waktu dekat
dan terus menjajaki langkah-langkah digitalisasi baru pada
masa mendatang. Naskah ini menguraikan jalur-jalur ke
depan untuk membantu mewujudkan potensi digitalisasi
secara penuh dengan rekomendasi spesifik dan praktis

vang diringkas.
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L. RINGKASAN
EKSEKU T

Capaian utama
DALAM PERJALANAN DIGITALISASI PAJAKINDONESIA

Sampai tahun 2017, Indonesia telah mencapai jumlah
penerimaan lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2010,
yaitu Rp. 1342 triliun ("USD 91.68 milyar). Tetapi, hal ini lebih
didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan rasio
pajak terhadap PDB yang agak menurun sebesar 1,5% dalam
periode yang sama.

Digitalisasi telah memberikan manfaat-manfaat
penting bagi wajib pajak, seperti:

Berkurangnya keterlambatan administratif
dan meningkatnya efisiensi, sehingga
menurunkan waktu kepatuhan
membayar pajak badan sebesar

E@% antara tahun 2014 dan 2019 ,°
serta menghemat biaya rata-rata bagi perusahaan
yang menyerahkan surat pemberitahuan pajak
bulanan sebesar Rp 32 juta atau sekitar

USD 2.000 per tahun.

Kepuasan pengguna terhadap layanan, yang diukur
dengan indeks DJP 1 - 5 (5 adalah nilai tertinggi)
naik dari 3.90 pada tahun 2011 kepada
&.27 pada tahun 2017.

Kenaikan signifikan dalam peringkat Indeks
Kemudahan Berbisnis Bank Dunia: dalam kategori
Membayar Pajak, dalam dekade tersebut

sampai dengan 2020,

Indonesia naik &5 peringkat,
ke peringkat 813 dan naik 49 peringkat
ke peringkat 73, secara keseluruhan.
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Pelajaran penting
DARI PERJALANAN DIGITALISASI PAJAK INDONESIA

Mengelola perubahan dan berinvestasi pada sumber daya manusia secara
aktif - Menanggapi kebutuhan akan perubahan internal, DJP meluncurkan Cetak Biru
Manajemen Sumber Daya Manusia 2011-2018. Dalam menerapkan cetak biru tersebut,

DJP mengembangkan sistem klasifikasi kerja baru, meningkatkan pelatihan untuk pejabat
pajak, dan menerapkan skema kompensasi yang lebih kompetitif untuk mempertahankan
dan merekrut pegawai terampil yang diperlukan untuk digitalisasi.* Manfaat penuh digitalisasi
hanya dapat diperoleh dengan adanya upaya paralel untuk memperbarui fungsi dan proses
penting, melalui pelaksanaan pengelolaan perubahan kelembagaan secara sadar. Ini adalah
proses yang terus berlanjut di Indonesia.

Mendorong ekosistem digital Indonesia yang bertumbuh - Sektor digital
Indonesia diperkirakan akan mencapai nilai Rp 1560 triliun atau sekitar USD 100 miliar pada
tahun 2025. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung tempat wajib pajak menyambut
baik upaya digitalisasi pajak. DJP bermitra dengan sektor swasta untuk mengurangi biaya
pengembangan teknologi dan memungkinkan wajib pajak untuk mengakses layanan bernilai
tambah melalui penyedia jasa pihak ketiga.

Menyelaraskan para pemangku kepentingan agar proses pengadaan yang
efektif dapat dilakukan - Sebelumnya, pengadaan teknologi mengalami keterlambatan
serius karena DJP sangat mempersempit spesifikasi produk. Hal ini menimbulkan hambatan
kritis dalam upaya digitalisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, DJP mengubah pendekatannya,
dengan dukungan dari pemerintah tingkat tertinggi, dan memutuskan untuk mengadakan
solusi teknologi yang sudah ada namun dengan kustomisasi.



Rekomendasi

UNTUK MENDORONG KEMAJUAN LEBIH LANJUT

Konteks kelembagaan - Meningkatkan pengambilan keputusan di dalam
DJP dengan mendorong otonomi tim yang lebih berdaya. Pelgjaran dari
proses pengadaan menunjukkan manfaat yang timbul saat DJP menentukan
hasil yang diinginkannya untuk semua timnya, alih-alih menentukan kegiatan
spesifik bagi tim dan kebutuhan internal DJP. Contohnya, manfaat signifikan
dapat diwujudkan saat DJP diberdayakan untuk menentukan kebutuhan
sumber daya manusianya secara independen. Pengalaman hingga saat ini
menunjukkan bahwa otonomi yang lebih berdaya memungkinkan pengambilan
keputusan yang lebih terfokus dan mempercepat proses pelaksanaan.

GAMBARAN BESAR: DIVIDEN USD 3@@ M“L“/ﬁ—\\l'r_’&
DARI DIGITISASI PAJAK UNTUK NEGARA YANG MENUJU KE EKONOMI MAJU

Naskah ini adalah hasil dari kajian lebih luas yang ditugaskan Better Than Cash Alliance untuk
menganalisis potensi pembayaran digital yang semakin menyeluruh di negara-negara dengan
kondisi menuju ke ekonomi maju. Kajian tersebut menyampaikan temuan sangat penting
bahwa pembayaran pajak digital dan proses terkaitnya dapat menaikkan penerimaan negara
sebesar USD 300 miliar tiap tahun di negara-negara dengan kondisi menuju ke ekonomi maju.
Ini setara dengan hampir sepertiga dari selisih pendanaan USD 1 triliun, yang telah membuat
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) menjadi penuh risiko.

Kajian ini mencakup studi kasus dan analisis komparatif atas langkah-langkah yang diambil
oleh para pemimpin digitalisasi pajak lain, terutama Meksiko dan Rwanda, beserta Indonesia.
Kajian yang lebih luas tersebut dan naskah ini dimotivasi oleh semangat berbagi pengetahuan
dan peningkatan berkelanjutan, demi kemajuan umat manusia, kemakmuran bersama, dan
dunia. Para penulis berharap kajian dan naskah ini menjadi katalis perubahan dan panduan bagi
negara-negara lain saat menempuh perjalanan digitalisasi pajak mereka.

Visi dan strategi - Memformulasikan dan membangun dukungan
untuk strategi digitalisasi pajak jangka panjang. Upaya digitalisasi
Indonesia terhambat oleh kurangnya keselarasan antarlembaga
pemerintah. Ke depan, kolaborasi erat dan keselarasan akan berperan
penting dalom keberhasilan pelaksanaan Sistem Inti Perpajakan baru -
sistem Tl untuk seluruh proses administrasi pajak.
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Organisasi berdasarkan data - Menekankan kembali standardisasi
data untuk meningkatkan alur proses. Sistem digital untuk wajib pajok
yang melaporkan PPN dirancang dengan arsitektur data yang berbeda
dengan sistem pelaporan pajok penghasilan (PPh) orang pribadi. Hal

ini membuat analisis data menjadi sangat menantang. Ke depan, akan
penting untuk memastikan agar data dikumpulkan dengan cara yang
terstandardisasi untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh.
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Proses yang tepat secara digital - Berfokus pada penyederhanaan
kebijakan dan proses, terutama untuk prosedur pascapenyampaian
SPT. Proses pajak di Indonesia - internal maupun eksternal - harus
disempurnakan untuk membantu memastikan bahwa digitalisasi
memberikan potensi penuhnya. Contohnya, untuk memfasilitasi kepatuhan
membayar pajok secara sukarela, otoritas pajok harus memastikan

bahwa wajib pajok menerima kredit pajak dan pengembalian pajak secara
tepat waktu, tanpa kerumitan. Hal ini mempertimbangkan bahwa banyak
pajak sebenarnya adalah jumlah perkiraan yang dibayar di awal sembari
menunggu rekonsiliasi berdasarkan jumlah aktual. Pembayaran dari
pemerintah kepada wajib pajak harus sama lancarnya dengan pembayaran
dari wajib pajok kepada pemerintah.

Tetap menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) -
Mendorong ekosistem pembayaran digital Indonesia yang bertumbuh
dengan terus menggunakan API yang tersedia untuk umum sebagai
perantara perangkat lunak. APl memungkinkan DJP untuk memberikan
layanan baru kepada wajib pajaok dengan lebih cepat, membuat pengalaman
wajib pajak menjadi lebih baik, sehingga meningkatkan kemungkinan
kepatuhan membayar pajak. Meskipun prosesnya harus dikelola

dengan cermat, ada keuntungan signifikan untuk terus mendorong dan
memungkinkan kolaborasi antara sektor pemerintah dan sektor swasta
dalam API, di antaranya pengembangan lebih cepat dalam solusi yang
berfokus pada pengguna, biaya lebih rendah, kepuasan pengguna yang lebih
tinggi, dan fungsi yang kion membaik.




DI INDONESIA

c. DIGITALISASI PAJAK

KONTEKS NEGARA

Dalam 10 tahun terakhir, ekonomi Indonesia telah tumbuh
dengan rata-rata laju tahunan 5,5%. Luas negara dan jumiah
tenaga kerja Indonesia (yang bertambah sekitar 2 juta orang
per tahun) diharapkan dapat membantu menjaga tren ini.
Indonesia adalah anggota G20, dan ekonominya yang sebesar USD 1 triliun
adalah ekonomi terbesar ke-16 di dunia, terbesar di antara negara-negara
Asia Tenggara.’ Ekonomi Indonesia diuntungkan dengan adanya penurunan
tingkat pengangguran,® stabilitas makroekonomi, dan kepercayaan
konsumen yang relatif tinggi. Indonesia memperoleh skor 125,5 dalam indeks
kepercayaan konsumen berdasarkan Conference Board 2019 — jauh di atas
rata-rata global 106,5.” Lingkungan usaha yang membaik telah mendukung
pertumbuhan ekonomi Indonesia naik lebih dari 50 peringkat dalam Indeks
Kemudahan Berbisnis versi Bank Dunia dari tahun 2010 sampai 2020.8

Ciri utama pertumbuhan Indonesia adalah perluasan sektor
jasa, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Sektor jasa tumbuh rata-rata 7,1% per tahun antara tahun 2010 dan 2017 -
jauh lebih tinggi daripada sektor manufaktur dan pertanian, yang masing-
masing tumbuh 4,4% dan 3,7%. Pariwisata adalah komponen utama yang
mendasari sektor jasa. Pariwisata mewakili 10,4% dari total pekerjaan
dan 4,3% dari PDB pada tahun 2015."° Tetapi, sektor TIK adalah sektor
berperforma terbaik antara tahun 2011 - 2016 dengan laju pertumbuhan
year-on-year sekitar 15%."" Indonesia memiliki ekosistem bisnis TIK yang
dinamis dan membuat banyak usaha dapat menyingkap beragam peluang
digital komersial sekaligus memberikan dampak sosial ekonomi yang
positif bagi penduduk dan usaha lokal.'? Kehadiran perusahaan unicorn,
seperti Gojek, Tokopedia, OVO, Traveloka, dan Bukalapak merupakan
contoh keberhasilan upaya-upaya ini.

Peningkatan penggunaan pembayaran digital dan
perdagangan digital telah menjadi faktor penting dalam
perkembangan Indonesia, tetapi ada sejumlah disparitas.
Masyarakat berpenghasilan rendah-menengah (35% versus 29%)' terus
tumbuh. Faktanya, penggunaan uang elektronik naik empat kali lipat
antara tahun 2014 - 2017 di Indonesia, dan antara tahun 2016 - 2017
penerimaan dari e-commerce tumbuh sebesar 22%.' Digabungkan dengan
pertumbuhan ekosistem digital di sektor swasta, sejumlah program
pemerintah seperti proyek Laku Pandai dalam perbankan nircabang,'
proyek SimPel dalam tabungan siswa,'¢ serta Strategi Nasional untuk
Inklusi Keuangan telah menunjang peningkatan penggunaan pembayaran
inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia."” Tetapi, tantangan tetap

ada dalam menjembatani kesenjangan besar antara kota—desa dalam
konektivitas dan penggunaan digital. Kesenjangan ini berkontribusi pada
laju penetrasi rekening di lembaga keuangan di Indonesia yang di bawah
rata-rata (48% dibandingkan dengan rata-rata 56% di antara negara-negara
lain yang berpenghasilan rendah-menengah).'®

MATRIKS KESELURUHAN
Penduduk 268 juta'
Penduduk dewasa 186 juta®
Kategori penghasilan negara Penghasilan rendah-menengah?
Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tahunan (PDB Riil) 2008-2018 5,5%7%2

% pekerjaan ekonomi informal 30%2%

% penduduk dewasa dengan rekening keuangan 49%%

% penduduk dewasa dengan rekening pada perangkat bergerak 3%%

Langganan telekomunikasi 459 juta®
Pengguna internet 143 juta?

Tingkat literasi penduduk dewasa 95%?28

Hanya 52%
dari perempuan
dewasa yang ada
dalam angkatan
tenaga kerja,
dan 70% dari
mereka bekerja di
sektor informal,
di mana hak-hak
perempuan tidak
dijamin, sehingga
jauh lebih sulit
untuk dilindunagii.

Terlepas dari kuatnya pertumbuhan ekonomi, Indonesia
menghadapi tantangan pembangunan yang serius dan
memiliki kesenjangan kekayaan dengan pertumbuhan
tercepat di Asia Tenggara. Pada skala tertentu, infrastruktur nasional
yang tidak berkembang mengakibatkan naiknya biaya logistik yang
sekarang merupakan biaya tertinggi di Asia Tenggara, setara dengan 26%
PDB.? Hal ini menimbulkan perbedaan harga di daerah yang menghambat
pertumbuhan di luar Jawa dan Sumatera. Indikator Daya Saing dari World
Economic Forum (WEF) menempatkan infrastruktur Indonesia pada
peringkat ke-68. Ini jauh di bawah rata-rata peringkat ke-74 di negara-
negara Asia Timur dan Pasifik.® Selain itu, meskipun angka kemiskinan
relatif turun ke level terendahnya (9,82% dari total penduduk), pada tahun
2018,*" empat orang terkaya di Indonesia memiliki gabungan kekayaan
yang lebih besar daripada pendapatan yang dimiliki 100 juta orang
termiskin di Indonesia, atau sekitar sepertiga dari jumlah penduduk.®

Perempuan masih belum cukup terwakili dalam kelompok
tenaga kerja yang digaji, yaitu hanya 38,9% dari pekerja
yang digaji. Hanya 52% dari perempuan dewasa yang ada dalam
angkatan tenaga kerja,** dan 70% dari mereka bekerja di sektor informal,
di mana hak-hak perempuan tidak dijamin, sehingga jauh lebih sulit
untuk dilindungi.** Jumlah perempuan yang menggunakan internet

dan mengakses layanan digital lebih sedikit daripada laki-laki. Hanya
64% perempuan menggunakan ponsel dibandingkan dengan 72%
laki-laki.® Literasi rendah dan keterampilan digital yang lemah adalah
hambatan yang lebih besar dalam memiliki ponsel daripada kemampuan
membelinya bagi perempuan Indonesia. Sebaliknya, laki-laki Indonesia
menyebutkan kemampuan membeli sebagai tantangan yang lebih
besar.® Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan juga lebih mungkin
melaporkan “tidak memiliki waktu untuk belajar” sebagai hambatan utama
dalam penggunaan internet pada gawai.®” Meskipun demikian, sampai
tahun 2017, persentase perempuan yang memiliki rekening di lembaga
keuangan atau penyedia jasa keuangan pada gawai lebih besar (51%)
daripada persentase laki-laki (46%).%



2 Skala ekonomi informal di Indonesia menurun 2% sejak DJP mengumpulkan sekitar 75% dari seluruh penerimaan

ELGJ lAT? ;SASI tahun 2016, tetapi 76,4% dari penduduk yang bekerja dan vang ditagih di Indonesia oleh pemerintah di berbagai tingkat,
INDONESIA 93% dari semua perusahaan masih beroperasi di sektor melalui pajak badan, PPh, PPN, bea meterai, serta pajak bumi
informal.“° Banyak perusahaan dan pekerja yang diciutkan hatinya untuk dan bangunan (kecuali di daerah perkotaan). Lembaga-lembaga
memasuki ekonomi formal dengan adanya pandangan tentang hambatan lain, seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), lembaga pemerintah
bagi tenaga kerja di bidang formal, seperti pajak penghasilan dan pajak provinsi dan kota/kabupaten, juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
lainnya, ketentuan upah minimum, dan peraturan tentang hak-hak pekerja.*! (BPJS), menagih penerimaan negara lainnya, termasuk melalui bea cukai,
Orang-orang yang bekerja di sektor informal sering tidak memiliki jaminan pajak properti, dan kontribusi jaminan sosial.
sosial, hak-hak di tempat kerja, kondisi kerja yang layak, kesempatan . . i .
mengembangkan keahlian, dan upah yang layak.”? Hal ini membuat Rasio pajak terh_udup PDB Indones_‘.lu berfluktuasi dalam )
mereka lebih berisiko menjadi miskin daripada pekerja di sektor formal.® 15 tahun terakhir, flun dengan r?sm 11,5%, tetap berada di
Sektor informal juga membatasi penerimaan negara, sehingga membatasi bawah 15_% yang direkomendasikan untuk pembangunan
kemampuan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dalam infrastruktur berkelanjutan.
atau berinvestasi dalam program sosial dan strategi pembangunan.*
GAMBAR 2
LANSKAP PAJAK Rasio pajak terhadap PDB untuk Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017 “°>°%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga yang Penerimaan Pajak/PDB (%) 130
bertanggung jawab untuk menagih pajak yang dibebankan
oleh pemerintah pusat. DJP adalah direktorat di bawah Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) dan bertugas untuk merumuskan dan menerapkan 1es
kebijakan perpajakan.® DJP bekerja dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
- juga di bawah Kemenkeu — untuk menyusun kebijakan pajak. Kedua .
lembaga ini bergantung secara finansial pada Kemenkeu tetapi memiliki
otonomi dalam berbagai bidang, misalnya menetapkan dan mengelola
standar kinerja dalam pengelolaan sumber daya manusia.* 115
GAMBAR 1 11.0
Jumlah nominal penerimaan tahunan Indonesia dari pajak (2002-2017) 7 “°
Penerimaan tahunan (Rp triliun) p= ] pd 3 i 3 5 x 3 = = ™ ™ = 10 ) =
1400 Pajak lokal lain
Bea cukai Jathlzialite)
1200 Rasio pajak terhadap PDB di negara-negara BTCA di Asia dan Pasifik
Pajak nonlokal lain padu tahun 201752
1000 Pajak penghasilan dan
laba orang pribadi Rata-Rata OECD 34.4
800
Pajak penghasilan Rata-Rata LMIC
600 dan laba badan
400
Pajak pertambahan
200 nilai

Rasio pajak
terhadap PDB (%)
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2.
DIGITALISASI
PAJAK DI
INDONESIA

TANTANGAN PERPAJAKAN

Rasio pajak terhadap PDB yang relatif rendah di Indonesia
merupakan sebagian besar dari rangkaian hambatan
struktural, administratif, dan kebijakan pajak, khususnya:

« Ekonomi yang sangat informal sehingga mengakibatkan basis pajak
yang sempit.
+ Penerimaan dari PPh orang pribadi hanya 5% dari PDB.%

« Ambang penghasilan yang tinggi untuk kewajiban PPh, tarif pajak yang
rendah (dibandingkan dengan negara-negara dengan kondisi menuju ke
ekonomi maju lainnya) untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan
menengah ke atas, dan insentif serta pengecualian pajak yang signifikan
untuk industri-industri penting.> Contohnya, pada tahun 2016 wajib pajak

orang pribadi hanya mencapai tarif pajak yang rendah sebesar 30% padahal

penghasilan brutonya lebih dari 20 kali penghasilan bruto rata-rata pekerja
dan hanya peraih penghasilan tertinggi yang membayar secara efektif.

« Sektor-sektor seperti hotel, restoran, dan hiburan hanya membayar
pajak penjualan di tingkat daerah.

+ Rendahnya kepatuhan membayar pajak karena adanya biaya finansial
dan biaya peluang untuk kepatuhan membayar pajak secara sukarela
serta lemahnya penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan membayar
pajak. Contohnya, tingkat kepatuhan pembayaran PPN diperkirakan
sekitar 50%, yang mencerminkan hilangnya penerimaan sekitar 3% dari

PDB akibat ketidakpatuhan membayar pajak.>® Pada tahun 2019, 3% dari

PDB Indonesia setara dengan USD 1022,4 miliar.

PERJALANAN PAJAK DIGITAL INDONESIA

Pada tahun 2001, DJP memulai upaya untuk meningkatkan
penagihan penerimaan dengan mendigitalkan sistem
administrasi pajak.* Beserta dengan reformasi kebijakan yang
berjalan, DJP melihat modernisasi dan digitalisasi sebagai kunci untuk
mendorong dan menegakkan kepatuhan wajib pajak. Khususnya,

reformasi administratif bertujuan untuk mengurangi biaya kepatuhan wajib
pajak dan mengatasi kegagalan penyampaian SPT, kegagalan melaporkan

secara lengkap, dan kekurangan pembayaran.

Sistem pajak digital saat ini mencerminkan perubahan yang
dilakukan dalam tiga periode reformasi perpajakan selama
dua dekade terakbhir. Saat ini, sebagian besar siklus pajak didigitalkan
dari perspektif wajib pajak. Tetapi, berbagai upaya terus dilakukan untuk
mendigitalkan tahap akhir dari siklus pajak (misalnya, memilih kasus
untuk audit), dan untuk meningkatkan back-end sistem pajak digital —
yaitu seluruh proses yang tidak berhadapan dengan pengguna untuk

memastikan kekukuhan, keakuratan, dan kemampuan untuk saling bekerja

sama. Tiga periode reformasi pajak tersebut diuraikan di bawah ini.

Periode reformasi pertama (2001-2008): digitalisasi proses bisnis DJP
terhadap wajib pajak, seperti pembayaran dan penyampaian SPT, sebagai
bagian dari program untuk memperluas basis pajak.

Periode reformasi kedua (2009-2016): perluasan upaya digitalisasi yang
dihadapi wajib pajak dan langkah awal untuk mendigitalkan proses bisnis
internal, seperti analisis data.

Periode reformasi ketiga (2017-2024): kinerja sistem Tl untuk
mengelola seluruh proses administrasi pajak — yang disebut Sistem Inti

Perpajakan baru — mendukung perubahan fundamental dalam administrasi

pajak dan memperbarui upaya digitalisasi back-end.

TABEL 1
Kronologi langkah-langkah penting dalam perjalanan digitalisasi DJP

TAHUN LANGKAH-LANGKAH RELEVAN DALAM DIGITALISASI PAJAK

2001 Sistem registrasi elektronik diterapkan®’

2002 Inisiatif notifikasi pembayaran elektronik (MP3) diluncurkan®

2004  Penyampaian SPT secara elektronik melalui Penyedia Layanan Aplikasi (PLA) pihak ketiga diizinkan®

2008  Kring Pajak daring dan tanya-jawab melalui pesan singkat diluncurkan untuk menjawab kebutuhan konsumen

2012 Penyampaian SPT secara elektronik melalui situs web DJP dimulai®®

2013 Penagihan elektronik diluncurkan untuk memfasilitasi pembayaran pajak elektronik dengan membuat ID kode penagihan 15 digit

untuk pembayaran pajak

2014 DJP membuat situs Daring DJP (djponline.pajak.go.id) — portal elektronik untuk menyampaikan SPT

2014 Faktur Pajak elektronik (e-FP) untuk PPN diuji coba

2016  Penagihan elektronik diwajibkan (Nugroho, dkk.)®'

2016  Faktur Pajak elektronik (e-FP) untuk PPN diwajibkan®?

2017  Bukti potong pajak elektronik (E-Bupot) untuk pemotongan pajak penghasilan

2018  Registrasi elektronik kepada otoritas pajak diintegrasikan ke dalam proses elektronik untuk memulai bisnis melalui kementerian lain®
GAMBAR 4
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TABEL 2

Kondisi sistem pajak digital di Indonesia®

HIJAU =SELESAI ORANYE =DALAM PROSES

PARAMETER (Huibregtse 2019)%

STATUS

MERAH = TIDAK ADA KEGIATAN

PENGAMATAN

Tahap digitalisasi dalam siklus pajak

Registrasi [

Faktur elektronik ] Faktur elektronik (E-Faktur) wajib dengan tiga opsi saluran

Akuntansi elektronik [ Saat ini sedang dikembangkan untuk uji coba pada tahun 2020

Penyampaian SPT secara elektronik [ Dapat diselesaikan melalui DJP Online atau PLA

Pembayaran pajak secara digital [ Pembayaran mungkin dilakukan melalui transfer bank elektronik, dan lebih banyak
saluran pembayaran pajak telah diaktifkan termasuk dompet elektronik hingga
Juli 2019

Interaksi elektronik langsung dengan | Tidak tersedia - tiap wajib pajak badan skala besar memiliki Account

otoritas pajak terkait dengan audit, Representative (AR) khusus yang memediasi masalah pascapenyampaian SPT

keluhan, dan masalah tertentu (meskipun wajib pajak dapat menyampaikan keluhan secara elektronik)

seputar SPT

Komunikasi elektronik langsung ] Tersedia melalui layanan tanya-jawab daring dan saluran telepon khusus®

dengan otoritas pajak seputar
pertanyaan umum

Fungsi perangkat lunak dan alat bantu yang diselenggarakan oleh otoritas pajak

DAMPAK PAJAK DIGITAL

Pemerintah

Pada tahun 2017, Indonesia berhasil menagih Rp 1342 triliun
(USD 91.68 juta) dari penerimaan pajak. Jumlah ini lebih dari
dua kali jumlah yang dapat ditagih pada tahun 2010. Komponen
terbesar dari kenaikan ini adalah jumlah PPN dan pajak penghasilan yang
berhasil ditagih oleh DJP. Kenaikan dalam pajak dan bea cukai lokal juga
terjadi dalam periode tersebut dan berkontribusi pada kenaikan tersebut.

Digitalisasi sistem pajak pusat dan upaya reformasi pajak
lain di Indonesia belum menunjukkan kenaikan penerimaan
pajak secara substansial; rasio pajak terhadap PDB datar
(bahkan agak menurun) pada dekade terakhir. Meskipun
penerimaan pajak naik dua kali lipat antara tahun 2010 - 2017, penagihan
penerimaan DJP tidak mengikuti tren pertumbuhan ekonomi umum.
Penyebabnya sebagian besar adalah DJP belum memanfaatkan data wajib
pajak secara substansial dan belum menyesuaikan metodenya untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan penghindaran
pajak. Contohnya, audit masih dilakukan secara tidak sistematis dan saat ini
digitalisasi sistem pajak belum mengubah proses bisnis pascapenyampaian
SPT - misalnya penggantian pembayaran. Selain itu, digitalisasi proses
pajak belum memberi insentif bagi ekonomi informal di Indonesia yang
sangat besar untuk memformalkan usahanya. Contohnya, badan usaha
yang berada di batas ekonomi formal dan informal melaporkan bahwa
mereka tidak merasakan tekanan untuk memformalkan diri untuk
menerbitkan faktur elektronik. Hal ini menghambat perluasan basis pajak.

Standardisasi pengumpulan data [ Hanya untuk penyampaian SPT secara elektronik — umumnya ada berbagai format
pengumpulan data pajak

Pertukaran informasi antarotoritas ] Pertukaran data antara DJP dan otoritas lain dilakukan secara elektronik melalui

pajak (lokal, regional, pusat) atau layanan web dan portal web yang aman. Standar dan mekanisme diatur oleh

lembaga pemerintah lain peraturan Kemenkeu

Pertukaran informasi di tingkat ] Indonesia sudah menerapkan standar OECD dan CRS. Meskipun Indonesia sudah

internasional menyetujui standar ini, kedalaman kepatuhan membayar pajak belum dievaluasi

Rekonsiliasi data historis ] Data historis tertentu telah direkonsiliasi dan dianalisis secara terpusat (oleh DJP)

Analisis data

Pengisian formulir SPT di muka [ SPT wajib pajak orang pribadi yang diisi di muka melalui penyampaian SPT secara
elektronik telah tersedia sejak tahun 2017

Perhitungan dan/atau denda [ Sampai skala tertentu, berlaku untuk beberapa denda — tetapi tidak

secara otomatis pada umumnya

Identifikasi data pencilan (outlier)/ [ Tahap percontohan dimulai pada tahun 2017 dan peluncuran penuh terjadi pada

manajemen risiko kepatuhan tahun 2019

membayar pajak

Jejak audit dengan data eksternal [ Pemeriksaan silang data pada skala tertentu dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai

Jejak audit dengan data internal dan |

eksternal masuk ke dalam pembuatan
data outlier di dalam sistem

GAMBAR 5

Tren dalam efektivitas penagihan penerimaan DJP (2009-2017)¢7¢¢

Penerimaan tertagih (Rp triliun) Rasio Pajak terhadap PDB (%)
13.59
1e 10
9.89
10
Rasio PDB 8
o terhadap Pajak
6
6
4
4
= P i jak :
1.07 115 . .
0.62 0.72 0.87 e
g o - (] ™ ~ n b N
o o o ) ) ) ) o o
~N ~N N N ~N ~N ~N ~N N

15



2.
DIGITALISASI
PAJAK DI
INDONESIA

Rata-rata
perusahaan yang
menyampadikan surat
pemberitahuan
bulanan
sebelumnya harus
mengalokasikan

12 hari tiap tahun
dari kapasitas

satu karyawan
untuk mendatangi
kantor pajak

tiap bulan untuk
menyampaikan
formulir SPT

Upaya modernisasi telah berkontribusi pada membaiknya
persepsi wajib pajak terhadap DJP. Tetapi, masih ada

ruang yang luas untuk meningkatkan budaya kepatuhan
membayar pajak secara nasional. Indeks kepuasan pengguna

atas layanan ini naik secara gradual dari 3,90 (dari 5) pada tahun 2011 ke
4,27 pada tahun 2017. Terlepas dari peningkatan ini, banyak wajib pajak
mengemukakan kekhawatiran tentang cara penyerapan penerimaan pajak
nasional. Para wajib pajak masih memiliki ketidakyakinan bahwa mereka
akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya penagihan, yang tetap
menjadi hambatan besar bagi DJP.

Wajib pajak

Sebagian besar wajib pajak telah merasakan manfaat
langsung dari digitalisasi, terutama dengan berkurangnya
waktu yang dibutuhkan untuk mematuhi kewajiban pelaporan
pajak. Wajib pajak yang diwawancarai untuk laporan ini mencatat bahwa
rata-rata perusahaan yang menyampaikan surat pemberitahuan bulanan
sebelumnya harus mengalokasikan 12 hari tiap tahun dari kapasitas satu
karyawan untuk mendatangi kantor pajak tiap bulan untuk menyampaikan
formulir SPT. Digitalisasi berarti hal ini tidak diperlukan lagi, sehingga
membuat banyak perusahaan dapat melakukan penghematan signifikan.
Perubahan seperti ini telah menaikkan peringkat Indonesia dalam Indeks
Kemudahan Berbisnis dari Bank Dunia. Dalam kategori Pembayaran Pajak,

-

nce / Junarya photography

Indonesia naik 45 peringkat sejak tahun 2010 ke peringkat ke-81 pada tahun
2020, dan naik 49 peringkat dalam peringkat keseluruhan, dari peringkat
ke-122 pada tahun 2010 ke peringkat ke-73 pada tahun 2020.

Penggunaan teknologi telah mengurangi keterlambatan administratif
dan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Hal ini menghasilkan
pengurangan 20% dalam waktu yang dibutuhkan untuk kepatuhan
membayar pajak antara tahun 2014 - 2019.7°

Manfaat bersih yang diperoleh dari digitalisasi pajak DJP
tergantung pada kesediaan dan kemampuan wajib pajak
untuk menyesuaikan diri dengan perubahan digitalisasi.
Perangkat lunak yang digunakan untuk penyampaian SPT secara
elektronik, faktur elektronik, dan SPT elektronik disediakan gratis,
sehingga biaya investasi utama bagi perusahaan tergantung pada
perangkat keras yang dimiliki dan sumber daya teknologi lain yang
dibutuhkan untuk menggunakan sistem pajak digital. Tingkat penggunaan
dan investasi wajib pajak dalam layanan bernilai tambah yang disediakan
oleh penyedia layanan resmi (PLA) dapat berdampak juga pada manfaat
yang mereka rasakan dari digitalisasi.

Perusahaan besar dan menengah umumnya dapat
memperoleh manfaat dari digitalisasi, terutama karena
mereka memiliki sumber daya teknologi lebih besar dan
dapat dengan mudah menggunakan layanan bernilai tambah
dari PLA. Perusahaan seperti Mahaka Media telah memperoleh hasil
signifikan dari digitalisasi pajak dengan biaya relatif rendah. Secara umum,
perusahaan seperti ini hanya perlu berinvestasi dalam pelatihan beberapa
hari untuk tim akuntansi mereka untuk mempelajari cara menggunakan
alat bantu digital yang ditawarkan oleh DJP. Beberapa perusahaan, seperti
Pixelindie, juga telah memperoleh manfaat tidak langsung dari digitalisasi
pajak (Kotak 3) dengan menggunakan layanan bernilai tambah dari PLA,
dan dengan meningkatkan sinergi antara digitalisasi pajak dan digitalisasi
proses bisnis lainnya dalam perusahaan. Contohnya, beberapa PLA juga
memfasilitasi penerbitan slip gaji untuk keperluan manajemen sumber
daya manusia. Perangkat lunak akuntansi daring yang mengelola informasi
menjadi templat juga mempercepat proses pengiriman faktur elektronik.

Penggunaan teknologi telah mengurangi
keterlombatan administratif dan
meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

o Hal ini menghasilkon pengurangan
E@ /@ dalam waktu yang dibutuhkan
untuk kepatuhan membayar pajak ontara
tahun 2014 - 2019
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e Usaha mikro dan kecil mengeluarkan biaya investasi lebih

ELGJIAT; :'ISASI tinggi dan lebih tidak mampu untuk mendapatkan manfaat

INDONESIA tidak langsung dari digitalisasi. Hal ini mengurangi manfaat
bersih dari digitalisasi pajak. Meskipun DJP telah melakukan
langkah-langkah untuk memastikan bahwa sistem pajak digital berpusat
pada pengguna, DJP dapat melakukan langkah-langkah berikutnya untuk
meningkatkan penggunaan sistem pelaporan digital oleh usaha mikro dan
kecil. Usaha mikro dan kecil tersebut sering tidak memiliki akses langsung
ke komputer (lihat Kotak 1), dan karyawan mereka sering memiliki
literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, mematuhi pelaporan pajak
secara digital membutuhkan investasi dalam pelatihan staf dan pembelian
perangkat keras. Biaya tersebut menjadi hambatan bagi beberapa usaha
untuk beralih ke pelaporan elektronik. Tantangan ini terutama sulit bagi
usaha yang dimiliki perempuan karena perempuan sering lebih 'miskin
waktu' daripada laki-laki”" — sering karena pekerjaan rumah tangga
yang tidak dibayar — sehingga mempersulit untuk mencari waktu yang
dibutuhkan untuk mempelajari keterampilan digital. Lebih jauh lagi,
perempuan sering memiliki akses yang terbatas pada berbagai sumber
daya, sehingga mempersulit untuk berinvestasi dalam perangkat keras
yang dibutuhkan keterampilan digital ini.

Bagi banyak pelaku wirausaha yang bergerak dalam
beberapa kegiatan ekonomi, sistem pajak digital
memberikan manfaat signifikan. Kelompok ini juga memiliki
harapan tinggi untuk ramah terhadap pengguna. Pusat-

pusat kota di Indonesia menjadi tempat bagi pekerja kelas menengah
yang jumlahnya terus bertambah dan memilih gaya hidup digital. Mereka
menggunakan aplikasi transportasi dan keuangan pada ponsel atau gawai
setiap hari, dan aktif dalam media sosial untuk mendapatkan hiburan

KOTAK 1
Kemiskinan waktu di antara perempuan: hambatan dalam keterampilan
digital dan pertumbuhan usaha

“Hambatan utama pada pertumbuhan usaha yang dimiliki perempuan adalah kemiskinan waktu. Waktu yang
dihabiskan untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar seperti mengurus anak, berbelanja, dan mengurus
rumah tangga berarti bahwa perempuan pemilik usaha mikro dan kecil tidok dapat mendedikasikan waktu
untuk belajar dan beradaptasi: belajar tentang alat bantu digital, peluang bisnis baru, atau kewajiban fiskal
mereka. Oleh karena itu, sistem pajak digital adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, dengan mengurangi
waktu kepatuhan fiskal dan kebutuhan perjalanan, sistem pajak digital sangat bermanfaat bagi usaha milik
perempuan yang sekarang dapat mendedikasikan lebih banyak waktu untuk kegiatan lain. Tetapi, di sisi lain,
sistem pajak digital berisiko meninggalkan orang-orang yang tidak memiliki literasi digital untuk beradaptasi
dengan baik. Ke depan, akan menjadi penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan hambatan utama
berbasis gender ini dan merancang proses pajak digital serta sesi pelatinan dan sosialisasi.”

Chusnul Savitri, Executive Director, Indonesian Business Women Association (IWAPI)

maupun berjejaring. Bagi kelompok ini, digitalisasi sistem pajak adalah
langkah familiar sejalan dengan digitalisasi ekonomi yang lebih luas.

Oleh karena itu, kelompok ini beradaptasi dengan cepat dengan proses
pajak digital, dan memperoleh manfaat dari hal tersebut. Beberapa orang
menggunakan produk dan layanan digital untuk menyederhanakan
kewaijiban pajak mereka, seperti GoSend — yang mengirimkan tagihan dan
dokumen fisik kepada klien dan pemasok (Kotak 5). Dengan pengalaman
mereka menggunakan platform digital lain sebagai tolok ukur, kelompok
ini biasanya cepat mengidentifikasi hal-hal yang dapat meningkatkan
sistem pajak digital. Contohnya, meskipun memiliki tingkat literasi digital
yang tinggi, beberapa wajib pajak yang memiliki banyak pekerjaan
mengalami kesulitan dalamln memahami jumlah pajak yang dibebankan
pada tiap pekerjaan mereka karena laporan digital hanya menghasilkan
satu angka untuk seluruh kewajiban pajak mereka. Akibatnya, banyak
wajib pajak yang merasa diminta untuk membayar pajak lebih besar
daripada seharusnya, tetapi tidak tahu harus menindaklanjuti ke
perusahaan yang mana. Selain itu, mengajukan keberatan atas kewajiban
pajak melalui Account Representative bisa menjadi sangat sulit.

KOTAK e
Kemudahan dan manfaat digitalisasi bagi perusahaan besar dan
menengah: studi kasus

Satya Dharma adalah manajer pajok untuk sebuah perusahaan media multiplatform yang bertindak
sebagai perusahaan induk untuk 15 perusahaan, termasuk surat kabar, radio, dan saluran TV. Perusahaan
ini mempekerjakan 3000 karyawan meskipun hanya 26 orang yang dipekerjakan secara langsung.
Sebelum pekerjaan ini, ia bekerja sebagai manajer pajak untuk perusahaan besar lain.

“Secara keseluruhan, sebagai manajer pajak, sistem pajak digital saat ini memberikan semua hal yang
sayad butuhkan 10 tahun yang lalu saat kunjungan bulanan atau dua bulanan saya ke kantor pajak
tampaok tidak pernah berakhir.”

Becermin pada pengalamannya dengan sistem pajak digital di Indonesia, Satya menggambarkan bahwa
perusahaan, seperti kantor tempatnya bekerja dahulu yang memiliki sumber daya digital signifikan,
hampir tidak mengeluarkan biaya terkait dengan perubahan ini. Hal ini karena platform gratis DJP
mengubah cara pelaporan dan penyampaian SPT, tetapi tidak mengubah input data mereka.

Sebelumnya, tim akuntansi saya menerima informasi tentang penjualan dan membuat faktur fisik
secara manual dengan angka data tertentu untuk barang yang dijual, nilainya, pembelinya, penjualnya,
dan lain-lain. Sekarang, tim saya memperoleh informasi yang sama, tetapi alih-alih membuat faktur
fisik, mereka membuat faktur elektronik. Langkah ini tidak diubah secara otomatis atau fundamental,
hanya didigitalisasi, sehingga proses pembuatan faktur tidak berubah atau dipersingkat. Tim akuntansi
hanya membutuhkan waktu satu hari untuk mempelajari cara menggunakan sistem baru ini.”

Satya mengakui bahwa beberapa PLA menyediakan jasa yang akan mengubah proses pembuatan SPT
dengan mengotomatiskan dan memfasilitasi langkah-langkah sebelum pelaporan, tetapi ia yakin bahwa
berinvestasi dalam layanan dan perubahan tersebut mungkin hanya layak bagi perusahaan yang memiliki
pengoperasian dengan volume sangat tinggi.
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KOTAK 3
Pelaporan pajak digital - perjalanan perusahaan menengah

Bram Kristofer adalah salah satu pendiri perusahaan percetakan digital Pixelindie Print Shop. Perusahaan
ini mulai beroperasi pada tahun 2015 dan menghasilkan beragam produk mulai dari kartu nama sampai
brosur dan poster, untuk perusahaan dan orang pribadi. Perusahaan ini saat ini mempekerjokan 22 staf di
dua kantornya - satu di Jokarta Barat dan satu lagi di Gading Serpong, Tangerang.

“Saya dan mitra pendiri saya memiliki latar belakang dalam teknologi informasi dan desain, dan
bertemu karena sama-sama kuliah Tl di Universitas Binus di Jakarta. Oleh karena itu, sejak awal kami
telah mencoba untuk mendigitalkan semua hal dalom perusahaan kami mulai dari sistem antre awal
bagi pelanggan yang datang langsung, titik penjualan, sampai sistem manajemen stok, juga sistem
untuk mematuhi kewajiban pajak kami.”

Pada awalnya, Pixelindie menggunakan aplikasi web sederhana untuk akuntansi dan keuangan. Seiring
dengan pertumbuhan bisnis mereka dan dengan bertambahnya kebutuhan, Pixelindie membangun aplikasi
web lain untuk titik penjualan dan berlangganan aplikasi web lain bernama Jurnal untuk akuntansi. Untuk
pajak dan pelaporan, mereka menyewa konsultan yang menggunakan aplikasi pajok resmi Pemerintah,
seperti e-Faktur. Tetapi, sekitar dua tahun yang lalu, mereka mulai menggunakan layanan gratis yang
ditawarkan oleh Online Pajak untuk menyampaikan dan melaporkan pajak mereka. Dibantu dengan literasi
digital yang tinggi, tim akuntansi Pixelindie mempelajari cara bernavigasi di sistem Online Pajak hanya
dengan pelatihan seloma satu atau dua minggu.

“Saya belajar cara mengoperasikan Online Pajak dan mengajari staf lain dalam tim akunting saya.
Antarmuka aplikasi ini lebih ramah pengguna daripada yang ditawarkan oleh DJP. Online Pajak
membuat Anda dapat melakukan semua proses pembuatan faktur, penyampaian, pelaporan, dan
penagihan dalam satu platform. Tetapi, kami juga melangkah lebih jauh dan memanfaatkan sinergi
antara pengoperasian usaha lain secara digital dengan Online Pajak. Kami menggunakan Jurnal
sebagai sistem akunting daring. Meskipun tidak terkait langsung dengan Online Pajak, Jurnal
didesain sedemikian rupa sehingga kami dapat mengekspor informasi dari Jurnal dalam format
yang memfasilitasi impor data ke Online Pajak. Hasilnya luar biasa. Waktu yang biasanya dibutuhkan
empat jom dalam satu hari menjadi hanya satu jom. Saya mengurangi staf dalom tim akunting dari
empat orang menjadi dua orang; dua staf lain tersebut sekarang menempati posisi yang lebih baik
dan lebih bernilai tambah seperti Pengembangan Bisnis dan Hubungan Pelanggan.”

“Ke depan, saya berharap Online Pajak akan terhubung secara otomatis dengan pengoperasian bisnis
digital lain sehingga kami dapat menghapus seluruh proses input informasi secara manual ke sistem.
Dengan demikian, informasi yang diinput ke Jurnal akan secara otomatis menghasilkan faktur dan slip
pembayaran.”

Karena bisnisnya telah melewati proses audit dalam beberapa tahun terakhir, Bram yakin bahwa memiliki
catatan digital untuk seluruh data keuangan dan pajak akan memungkinkan rekonsiliasi data dan
memantau kepatuhan membayar pajok yang baik dengan biaya yang efisien.
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KOTAK 4
Ada kemajuan, tetapi tetap ada hambatan: perjalanan digitisasi
usaha menengah milik perempuan

Uthie Mintiarto adalah pengusaha perempuan dan pemilik Dewi Sambi Boutique, yang menjual pakaian
batik yang didirikannya pada tahun 2011. Saat ini, iac mempekerjaokan 30 pembuat pakaion dan penjahit,
dan menjual produknya melalui beberapa platform. Saluran pendistribusiannya mencakup bazar pakaian,
situs web daring seperti Instagram dan Facebook, dan kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar
untuk pengadaan seragam batik pemerintah dalam jumlah besar. la juga telah mengikuti beberapa
pameran pakaian internasional, belum lama ini di Thailand dan Malaysia.

Delapan tahun yang lalu, Uthie mulai menerima pembayaran dengan kartu kredit, yang terbukti sangat
menguntungkan. Hal ini mendorongnya untuk mendigitalkan aspek-aspek lain dalom usahanya. Tetapi,
saat mencoba melakukannya, ioc menghadapi hambatan dalom hal pengetahuan digital yang terbatas dan
layanan pelanggan yang buruk.

“Saat saya mulai menerima pembayaran dengan kartu, saya langsung mengetahui adanya
peningkatan efisiensi, terutoma dalom acara besar saat kami menjual banyak barang dalom satu
hari. Sebelumnya saya membutuhkan waktu sangat lama untuk menghitung penghasilan saya dan
menyetorkannya ke rekening bank saya. Sekarang saya merasa lebih aman bertransaksi nontunai
dalam acara seperti ini, tetapi puas dengan penjualan saya.”

“Saat saya melihat manfaat yang dapat dihasilkan oleh digitalisasi, saya mencoba penggunaan
perangkat lunak keuangan dan akuntansi yang bernama Zahir. Tetapi, Zahir tidak memenuhi
kebutuhan spesifik saya, dan saya tidak tahu cara menggunakannya. Staf saya tidak memiliki
keterampilan yang diperlukan untuk belajar menggunakannya, dan saya sangat sibuk dengan hal-hal
lain, jadi saya tidak bisa mencari cara untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, perusahaan
penyedianya tidak menawarkan layanan dukungan pascapenjualan. Oleh karena itu, setelah
beberapa bulan, saya berhenti menggunakannya.”

Sampai saat ini, Uthie belum beralih menggunakan layanan pajak digital yang ditawarkan oleh DJP.
Menurutnya, penyebabnya sebagian besar adalah hambatan investasi yang dihadapinya dalam
mengakses dan menggunakan layanan ini, dan kemiskinan waktu - sebuah hambatan yang lazim dihadapi
perempuan Indonesia dalam bisnis.

“Pengalaman saya dengan Zahir menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu digital membutuhkan
investasi besar untuk mempelajari cara menggunakannya. Saat ini, saya tidak punya waktu untuk
melakukannya, dan sistem saya masih bekerja dengan baik. Teman saya adalah konsultan pajak.
Tiap tahun, saya memberinya akses ke pembukuan saya, dan ia mengelola kewajiban pajak saya.”

Ke depan, Uthie mengetahui keuntungan menggunakan layanan jasa digital, terutama jika ada alat bantu
untuk mengelola pembukuan dan stoknya.

“Alat bantu yang bisa mencatat transaksi perusahaan dan yang secara otomatis menghitung stok
dan keuangan saya akan menjadi hal yang luar biasa! Jika alat bantu ini membantu saya juga untuk
memenuhi kewajiban pajok saya, semuanya akan lebih baik.”
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KOTAK 5

Orang Pribadi

Thea Wiroreno adalah copywriter lepas yang bekerja dengan beragam klien untuk menulis iklan, laporan
tahunan, profil perusahaan, dan profil daring. Sejak awal revolusi digital, ia telah menggunakan digitalisasi
dan teknologi. la menggunakan aplikasi transportasi seperti Gojek dan Grab untuk melakukan perjalanan
di dalom kota dan menikmati manfaat dari tawaran uang kembali dari perusahaan uang digital seperti
Ovo dan GoPay. Penggunaan media sosial juga telah membuka peluang bisnis baru dengan teman dan
koneksi yang menghubungkannya dengan klien potensial setelah melihat contoh karyanya secara daring.
la berkomunikasi secara digital dengan klien yang meminta faktur fisik dan elektronik.

“Gojek telah mengubah hidup saya. Saya sebelumnya menghadapi kesulitan mengirimkan faktur
dan dokumen kepada klien, terutama karena saya tinggal di daerah luar Jakarta. Sekarang, saya
menggunakan GoSend untuk mengirimkan dokumen kepada klien saya. Hal ini sangat menghemat
waktu saya sekaligus memberi saya keyakinan bahwa dokumen tiba dengan aman.”

Sekarang, ia menyampaikan, melaporkan, dan membayar semua pajaknya melalui platform digital yang
ditawarkan oleh DJP. la memperkirakan bahwa penggunaan sistem ini telah menghemat waktunya
setidaknya tiga sampai empat jam di kantor pajok tiap tahun. Meskipun ia sangat puas dengan
berkurangnya waktu untuk mematuhi pembayaran pajak, iac mengakui bahwa platform ini tidak selalu
ramah pengguna sesudi keinginannya dan sistemnya terkadang mengalami gangguan. Contohnya,
meskipun ia memiliki literasi digital yang tinggi dan dapat melakukan riset kewajiban pajak secara daring,
terkadang ia masih meminta bantuan dari konsultan pajak ibunya. la juga menghindari penyampaian SPT
mendekati tenggat karena situs webnya cenderung akan mengalomi gangguan.

“Memenuhi kewajiban pajak saya menjadi lebih mudah sekarang. Saya tidak harus pergi ke kantor
pajak karena dapat melakukannya dari rumah. Tetapi, sistemnya tidak terlalu ramah pengguna.
Meskipun saya telah melakukannya selama tiga atau empat tahun, saya masih bingung dengan
tempat pengisian informasi tertentu. Saya menghubungi layanan bantuan beberapa kali, tetapi
mereka tidak selalu bisa memberi tahu saya cara bernavigasi dalam sistem daring tersebut. Menurut
saya, stafnya terkadang tidak benar-benar mengetahui tiap komponen pajak digital.”

HAL-HAL PENTING DARI UPAYA DIGITALISASI INDONESIA

Beberapa faktor berperan dalam kemajuan upaya digitalisasi Indonesia
dalam dekade terakhir, dan banyak pelajaran dapat dipetik dari upaya-upaya
DJP. Faktor-faktor ini dapat menjadi informasi bagi upaya-upaya digitalisasi
yang terjadi di tingkat nasional dan internasional. Khususnya, DJP sudah
menerapkan banyak hal yang dipelajari selama digitalisasi dari ekspektasi
mereka tentang reformasi administratif mendatang. Bagian berikut ini
mendorong kerangka kerja rencana aksi untuk mengidentifikasi poin-poin
penting dalam empat bidang:

1 lingkungan yang mendukung

2 visi dan strategi

3 pelaksanaan

4 prinsip-prinsip yang mendasari sistem pajak digital.

1 vancmenpuxunc

EKOSISTEM
PEMBAYARAN

2 strarec

3

INDIVIDU

=

5

TEKNOLOGI

6

PENERAPAN
BERTAHAP

7

KOMUNIKASI

ORIENTASI
PENGGUNA

9

KOLABORATIF

DIDASARI
DATA

PRINSIP SISTEM PERPAJAKAN DIGITAL
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Lingkungan yang mendukung

Ekonomi digital Indonesia yang bertumbuh, yang diharapkan
mencapai Rp 1483 triliun (USD 100 miliar) pada tahun 2025,
memberikan lingkungan yang mendukung untuk upaya
digitalisasi pajak DJP. Kemunculan perusahaan raksasa teknologi,
seperti Traveloka, Gojek, dan Grab, telah mengubah budaya digitalisasi ke
skala yang memberi momentum akan permintaan yang terus bertumbuh
untuk digitalisasi pajak. Oleh karena itu, pemangku kepentingan nasional

— termasuk perusahaan besar nasional — makin melihat digitalisasi pajak
dan transformasi bisnis digital sebagai langkah yang tidak dapat dihindari.
Sebagian besar orang mengakui bahwa digitalisasi pajak menguntungkan
otoritas pajak dan lembaga pemerintah lainnya, tetapi digitalisasi pajak juga
meningkatkan pengoperasian bisnis, asalkan diterapkan secara efektif.
Oleh karena itu, beragam pemangku kepentingan di Indonesia bersedia
berinteraksi dengan otoritas pajak untuk membantu memastikan agar visi
digitalisasi pajak memenuhi kebutuhan wajib pajak.

“Teknologi digital telah menciptakan peluang besar untuk ekonomi Indonesia. Teknologi digital mendisrupsi
tiop sektor dan dengan cepat mengubah kehidupan banyak orang di Indonesia. Contohnya, aplikasi
daring mengubah penghasilan orang-orang berpenghasilan rendah dengan menyediakan platform untuk
pemberdayaan ekonomi. Pengemudi berliterasi rendah menggunakan aplikasi ponsel pintar untuk terhubung
dengan pasar dan menyediakan layanan bernilai tambah, seperti pengiriman makanan. Dari perspektif waijib
pajak, terlihat jelas bahwa alat bantu digital mengubah ekonomi Indonesia yang tidak hanya meningkatkan
skala ekspektasi dan kebutuhan akan layanan e-governance, tetapi juga meningkatkan kesediaan mereka
untuk terlibat dan mendukung upaya ini sebagai peluang bisnis yang layak.”

Jaffar Al Rikabi, Bank Dunia

Pada tahun 2019,
total nilai transaksi
pembayaran digital
adalah Rp 482,35
triliun (USD 32,4
miliar), naik dari

Rp 393,03 triliun
(USD 26,4 miliar)
pada tahun 2018 -
kenaikannya

sebesar EE..%.

Pertumbuhan dalam ekosistem pembayaran digital sangat
mendukung digitalisasi pajak. Pada tahun 2019, total nilai transaksi
pembayaran digital adalah Rp 482,35 triliun (USD 32,4 miliar), naik dari Rp
393,03 triliun (USD 26,4 miliar) pada tahun 2018 — kenaikannya sebesar
22,8%.” Kenaikan ini sangat dibantu oleh Bank Indonesia yang membentuk
Gateway Pembayaran Nasional pada tahun 2017. Hal ini memfasilitasi
rencana DJP untuk mendorong pembayaran pajak secara digital melalui
sarana seperti ATM mini (Kotak 6) dan transfer secara daring. Tujuan utama
program ini adalah menciptakan ekosistem produk pembayaran yang
saling terhubung dan berinteraksi. Penghematan biaya untuk pembayaran
melalui alat penangkap data elektronik (EDC) atau transaksi antarbank
telah meningkatkan penerapan mekanisme pembayaran secara digital
oleh wajib pajak. Demikian pula, interoperabilitas antara penyedia uang”
melalui perangkat bergerak juga menghasilkan insentif untuk penyebaran
pembayaran digital dalam ekonomi. Hal ini pada gilirannya membantu DJP
mengakses dan menggunakan data transaksi ekonomi nasional.

KOTAK 6
Menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan cara
pembayaran pajak

Di Indonesia, pembayaran pajak secara digital dapat dilakukan di ATM biasa, ATM mini, dan melalui
perbankan internet. Cara pembayaran modern dapat memberikan manfaat signifikan bagi wajib pajak,
otoritas penerimaan negara, dan sektor keuangan. Bagi wajib pajak, pembayaran digital mengurangi biaya
proses kepatuhan membayar pajak, seperti biaya yang terkait dengan pengiriman cek melalui pos’ atau
mendatangi kantor pajak lokal atau agen (termasuk bank) pada jom kerja untuk melakukan pembayaran.
Cara pembayaran digital penuh juga jauh lebih hemat untuk diselenggarakan oleh otoritas penerimaan
negara, dan biasanya membuat akun wajib pajak dapat dimutakhirkan dengan lebih cepat. Untuk bank,
biaya pemrosesan digital juga jauh lebih rendah daripada biaya yang terkait dengan pembayaran tunai
atau dengan cek.

ATM mini adalah alat pembayaran elektronik yang diluncurkan oleh DJP pada tahun 2015 untuk
memfasilitasi pembayaran pajok oleh segmen penduduk yang luas. ATM mini menggunakan teknologi EDC
yang memungkinkan wajib pajak menggesek kartu debit untuk membayar pajak. Saat ini, empat lembaga
keuangan pemerintah dan swasta menyediakan mesin EDC ini: Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara
Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Central Asia. Untuk memulai proses pembayaran, wajib pajak harus
memperoleh kode e-billing dari salah satu saluran, termasuk situs web resmi DJP, perbankan internet, dan
penyedia layanan aplikasi. Setelah memperoleh kode tersebut, wajib pajok dapat menggunakannya untuk
menyelesaikan prosedur pembayaran pajak dengan ATM mini di tiap kantor pajok di Indonesia.”

Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi digital, DJP
melakukan langkah-langkah penyesuaian sistem dan
peraturan untuk memastikan perusahaan-perusahaan
digital dikenakan pajak dengan adil. Pada tahun 2013, DJP
menugaskan tim khusus untuk mengembangkan kebijakan dan proses

bisnis untuk mengenakan pajak terhadap sektor digital yang berkembang.

Pada tahun 2015, tim ini melakukan audit terhadap delapan wajib

pajak e-commerce. Melalui audit ini, tim tersebut berupaya untuk lebih
memahami model bisnis e-commerce dan mengevaluasi kepatuhan
pembayaran pajak dalam sektor ini.”¢ Tim ini juga berkolaborasi dengan
pihak asing, seperti Japan International Cooperation Agency (JICA), untuk
memperoleh masukan dari pengalaman mereka mengenakan pajak
terhadap e-commerce. DJP kemudian berkoordinasi dengan Kementerian
Perdagangan untuk merumuskan rancangan peraturan tentang transaksi
perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pemerintah
meluncurkan peraturan-peraturan ini sebagai bagian dari Peraturan
Presiden berjudul Peta Jalan e-Commerce 2017-2019."
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Visi dan strategi

Pelaksanaan strategi digitalisasi sebelumnya terhambat
oleh kegagalan menyelaraskan visi reformasi dan strategi
pelaksanaan. Banyak reformasi mendatang - termasuk pengadaan
Sistem Inti Perpajakan dan proses manajemen risiko kepatuhan baru

— sudah menjadi bagian dari proses reformasi sebelumnya. Tetapi,
sebelumnya, penyelarasan terbatas dan kesediaan serta dukungan yang
tidak memadai dari pemangku kepentingan menghambat pengambilan
keputusan dan memperlambat pelaksanaan. Faktor penting lain yang
dianggap sebagai kunci keberhasilan adalah reformasi tahap ketiga
tampaknya jauh lebih didorong oleh para pelaku internal. Kepemilikan
lokal berperan penting.

DJP telah merumuskan visi dan strategi yang jelas untuk
tahap ketiga reformasi pajak ini. DJP mengalokasikan sumber
daya khusus untuk melibatkan pemangku kepentingan, membuat visi
yang jelas, dan mendorong kesediaan dan dukungan dari para pemain
nasional penting. Sebagai bagian dari upaya ini, dengan dukungan
keputusan tingkat menteri, DJP membentuk tim reformasi khusus (Tim
Reformasi) pada tahun 2016 untuk mempersiapkan dan mengawasi

reformasi pajak tahap ketiga.” Berbeda dengan tim reformasi sebelumnya,

tim ini terdiri atas pemangku kepentingan internal dari Kementerian
Keuangan dan pihak luar, termasuk perwakilan dari sektor bisnis dan dari
Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga internasional, dan para pakar.
Tim Reformasi ini dibagi ke dalam empat subtim: (i) Tim Pengarah, (ii)
Tim Penasihat, (iii) Tim Pengamat, dan (iv) Tim Pelaksana. Tim terakhir
mengawasi organisasi internal, sumber daya manusia, infrastruktur,
penganggaran, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, data, dan
teknologi informasi.”

Tetapi, pemangku kepentingan nonpemerintah masih
menyatakan kurangnya informasi tentang rencana
digitalisasi pajak. Meskipun DJP merumuskan rencana strategis
dan rencana bisnis yang menetapkan peta jalan (roadmap) digitalisasi
dan reformasi, informasi ini tidak tersedia untuk umum.® Kurangnya
transparansi dapat mengurangi kesediaan dan dukungan politik untuk
reformasi tersebut. Pada gilirannya, hal ini membatasi kemampuan DJP
dan Kemenkeu untuk melaksanakan reformasi secara penuh dan efisien
untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang diharapkan.

Langkah-langkah pelaksanaan

SUMBER DAYA MANUSIA

Sejak awal tahun 2000an, DJP telah menyadari bahwa
reformasi digitali membutuhkan perubahan sumber daya
manusia. DJP telah melakukan upaya signifikan untuk memastikan
bahwa sumber daya manusia dan struktur organisasinya mendukung
reformasi digitalisasi tersebut. Hal ini mencakup, antara lain, mengganti
sejumlah tugas yang membutuhkan keahlian rendah dengan otomatisasi
dan menerapkan tugas yang membutuhkan keahlian lebih tinggi yang
berfokus pada analisis data.

Pada tahun 2011, DJP meluncurkan Cetak Biru Manajemen
Sumber Daya Manusia 2011-2018 untuk menerapkan
perubahan dan menarik serta mempertahankan orang-
orang terbaik. Berdasarkan peta strategis sumber daya manusia dan
membangun di atas langkah-langkah manajemen sumber daya manusia
sebelumnya, DJP mengembangkan praktik-praktik dan kebijakan-
kebijakan baru, termasuk:®' &2

« Prosedur pemilihan staf yang modern.

+ Pedoman perilaku.

« Sistem klasifikasi pekerjaan baru.

« Sistem penilaian baru.

« Sistem kompensasi baru.

« Program pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan untuk

pegawai baru dan lama.®

DJP juga mendapatkan otonomi yang lebih berdaya dalam
hal sumber daya manusia, yang membantu lembaga ini
membawa perubahan yang diinginkan secara efektif dan
efisien. Pada tahun 2015, Kementerian Keuangan mendelegasikan
beberapa tanggung jawab kepegawaian kepada pejabat DJP senior.

Di antaranya, perubahan ini membuat DJP dapat menerapkan skema
remunerasi yang lebih kompetitif untuk mempertahankan dan merekrut staf
dengan keahlian tinggi yang dibutuhkan untuk proses digitalisasi.2

Selama dua dekade terakhir, perubahan organisasi
internal berperan penting untuk memaksimalkan manfaat
digitalisasi. Awalnya, DJP dibagi ke dalam beberapa bagian
berdasarkan jenis pajak, yang mengakibatkan alokasi sumber daya
tidak efisien dan pengambilan keputusan yang tertutup. Kemudian
strukturnya dibentuk ulang menjadi peran-peran fungsional yang terbagi
lagi berdasarkan jenis wajib pajak. Saat ini, strukturnya diatur menjadi
Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan skala wajib pajak badan (yaitu, besar,
menengah, dan kecil).®® Seiring dengan meluasnya digitalisasi, struktur
ini diharapkan beralih ke pendekatan yang lebih berorientasi pada proses
untuk memaksimalkan infrastruktur digital yang makin berkembang di
Indonesia pada tiap tahap siklus pajak.®
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“Tulang punggung Sistem

Inti Perpajakan baru

adalah meningkatkan dan
mengintegrasikan proses bisnis
agar menjadi lebih andal, adil,
dapat dipertanggungjawabkan,
dan terstandar. Perubahan
tersebut akan meningkatkan
kualitas data dan
memungkinkan otomatisasi,
yang berperan penting untuk
meningkatkan efektivitas dan
efisiensi administrasi pajak.”

Robert Pakpahan, Mantan
Direktur Jenderal Pajak, DJP

Sistem baru untuk mengukur kinerja organisasi DJP
berperan penting dalam memberikan insentif yang
dibutuhkan untuk transformasi digital. Biasanya, DJP
mengandalkan target penagihan penerimaan tahunan sebagai langkah
utama untuk menilai dan mengapresiasi kinerja. Tetapi, evaluasi pada
tahun 2004 atas praktik terbaik internasional menyebabkan disusunnya
Indikator Kinerja Utama di tingkat strategis, operasional, dan orang
pribadi, dalam tiga bidang besar: program administrasi pajak, kepuasan
wajib pajak, dan kepuasan pegawai.’ IKU tersebut telah meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi DJP. Ke depan, ada
kebutuhan untuk memperbarui langkah-langkah penilaian kinerja agar
selaras dengan Sistem Inti Perpajakan baru, setelah sistem ini diterapkan.
Khususnya, tiap indikator penagihan penerimaan untuk account
representative saat ini tidak selaras dengan rencana DJP mendatang untuk
mengotomatiskan proses pemilihan audit melalui sistem manajemen
risiko kepatuhan membayar pajak.®

PROSES

Penyederhanaan proses pajak menjadi pilar utama strategi
DJP. Proses e-billing diluncurkan untuk menambah dan meningkatkan
pembayaran pajak. Daripada menggunakan slip pembayaran pajak fisik,
yang rawan mengalami kesalahan input dan ketidakcocokan catatan
transaksi, sistem e-billing memungkinkan pemeriksaan silang secara
otomatis. Sistem ini menghasilkan kode penagihan ID 15 digit yang
digunakan untuk melakukan pembayaran pajak.?’

Terlepas dari upaya ini, banyak upaya lain dapat dilakukan
untuk menyederhanakan proses dengan cara yang akan
mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan
efisiensi administrasi DJP. Sistem Inti Perpajakan baru seharusnya
memungkinkan pemeriksaan silang secara otomatis atas informasi

wajib pajak dan pengisian formulir SPT di muka. Untuk memaksimalkan
manfaatnya, sistem penangkap data harus dibentuk agar seluruh interaksi
antara wajib pajak orang pribadi dengan berbagai kelompok kerja di DJP
dapat digabungkan dalam satu akun wajib pajak. Saat ini, karena proses
bisnis internal yang lemah, data pembayaran PPN di bea cukai tidak dapat
direkonsiliasi dengan data pembayaran PPN yang dilakukan di dalam negeri.”®

TEKNOLOGI

Upaya digitalisasi DJP sebelumnya sangat terhambat oleh
spesifikasi teknologi yang sangat sempit untuk teknologi
vang akan diadakan oleh DJP. Selama periode reformasi kedua,
keinginan DJP akan Sistem Inti Perpajakan yang dikustomisasi dengan
kebutuhan unik DJP menghasilkan persyaratan teknis yang sangat
spesifik. Tim pengadaan menetapkan kriteria pemilihan yang ketat untuk
menanggulangi kekhawatiran akan korupsi atau kolusi dalam pengadaan.
Akibatnya, proses pengadaan membutuhkan waktu beberapa tahun. Pada
saat DJP siap memfinalkan pengadaannya, teknologi yang akan diadakan
telah usang. Akibatnya, proyek tersebut dibatalkan.

DJP menerapkan pelajaran yang diperoleh dari proses
pengadaan Sistem Inti Perpajakan sebelumnya.Untuk mencapai
efisiensi biaya yang lebih baik, menanggulangi kekhawatiran akan korupsi,
dan mempersingkat proses pengambilan keputusan, Keputusan Presiden
dan Peraturan Kementerian Keuangan telah disetujui oleh Presiden

dan Kemenkeu untuk memandatkan dan mengatur pengadaan Sistem

Inti Perpajakan baru. Selain itu, DJP mengubah pendekatannya tentang
spesifikasi kriteria. Alih-alih mendesak bahwa sistem tersebut sesuai untuk
seluruh proses bisnis yang ada, DJP memutuskan untuk mengadakan solusi
komersial yang sudah ada. Dengan cara ini, DJP menunjukkan kesediaan
dan kemampuannya untuk menyesuaikan prosesnya untuk memastikan
reformasi digitalisasi berhasil dilaksanakan.

Terlepas dari upaya DJP untuk mempersingkat proses
pengadaan, beberapa pemangku kepentingan nasional
mengungkapkan kekhawatiran akan lamanya waktu yang
dibutuhkan. Sistem Inti Perpajakan tidak diperkirakan
terlaksana secara penuh sampai tahun 2023.

PELUNCURAN BERTAHAP

DJP terus menggunakan program percontohan dan
pelaksanaan bertahap untuk menguiji inovasi digital dan
mengadaptasinya agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Secara keseluruhan, pendekatan peluncuran ini terbukti berhasil. Tetapi, alat
bantu yang terbatas untuk memberlakukan penerapan telah menghambat
pemanfaatan komponen digital tertentu.

KOMUNIKASI

DJP menggunakan saluran digital untuk mengatasi budaya
kepatuhan membayar pajak yang rendah di Indonesia dan
mengubah perspektif wajib pajak. Tiap tahun, sebagai bagian dari
kampanye hubungan masyarakatnya, DJP mengidentifikasi program-program
prioritas yang membutuhkan strategi komunikasi khusus. Pada tahun 2017, ini
mencakup periode Amnesti Pajak. Untuk mendorong waijib pajak membayar
pajak dalam waktu singkat, pemerintah Indonesia meluncurkan program
amnesti pajak dan repatriasi aset, yang berjalan antara Juli 2016 sampai Maret
2017. Tujuan pelaksanaan program amnesti pajak adalah untuk meningkatkan
penerimaan dari pajak dalam APBN. Setelah amnesti berakhir, pengawasan
dan penegakan lebih ditingkatkan. Ini diikuti dengan pengawasan dan
penegakan hukum, peluncuran Kartin1 (platform multi-identitas yang aman
dalam bentuk applet kartu pintar nirkontak, aplikasi perangkat bergerak, dan
aplikasi berbasis web. Platform ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan
beberapa ID resmi ke dalam satu lokasi), pajak e-commerce, reformasi pajak
umum, dan kesadaran akan inklusi pajak. DJP meluncurkan 747 pengumuman
televisi dan 758 pengumuman radio dalam upaya ini. DJP juga melakukan
kampanye di media sosial dengan tagar #bayarpajakkeren, #banggabayarpajak,
dan #percayakemenkeu. Secara kolektif, kampanye ini membantu menambah
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#bayarpajakkeren
#banggabayarpajak
#percayakemenkeu

Kampanye media
sosial meningkatkan
pengikut DJP
+626% Instagram
+67% Twitter
+17% Facebook

DJP meningkatkan
penyampaian SPT
awal sebesar 2,1%
dan meningkatkan
penyampaion SPT
secara keseluruhan
sebesar 1,2%, dan
menghasilkan
penerimaan pajak
bersih sebesar

Rp 27 miliar

(USD 1,93 juta)

pengikut akun DJP di Instagram, Twitter, dan Facebook masing-masing
sebanyak 626%, 67%, dan 17%. Melalui cara-cara ini, DJP mempromosikan
diri sebagai lembaga yang ramah, muda, dan energik; tujuannya adalah
untuk mengubah narasi masyarakat seputar pajak. Lebih lanjut, DJP
melakukan survei rutin untuk menilai efektivitas taktik komunikasinya dalam
menjangkau audiens yang dituju, kedalaman pemahaman wajib pajak akan
kontennya, dan skala perubahan perilaku yang dikehendaki dengan dorongan
dari pesan DJP?!

DJP mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan
penerimaan pajak dengan menyesuaikan komunikasi
digitalnya dengan wajib pajak. DJP menugaskan Behavioral Insights
Team untuk menguiji efektivitas berbagai intervensi email yang dimaksudkan
untuk mengurangi penyampaian SPT mendekati tenggat. Hasilnya
menunjukkan bahwa email yang membantu perencanaan kepatuhan
membayar pajak adalah sarana paling efektif untuk memberikan hasil

yang diinginkan. Melalui penggunaan templat email ini, DJP meningkatkan
penyampaian SPT awal sebesar 2,1% dan meningkatkan penyampaian SPT
secara keseluruhan sebesar 1,2%, dan menghasilkan penerimaan pajak
bersih sebesar Rp 27 miliar (USD 1.93 juta).”

Prinsip-prinsip

ORGANISASI BERDASARKAN DATA

Upaya DJP untuk lebih menggunakan data melalui
digitalisasi back-end masih baru. Dari perspektif DJP, manfaat
digitalisasi telah dihambat oleh kemampuan yang terbatas untuk
memperoleh masukan bermanfaat dari data baru. Contohnya, SPT badan
saat ini tidak memberikan jalan bagi wajib pajak untuk menunjukkan
insentif atau pengecualian pajak yang mereka klaim. Kesenjangan ini
berarti bahwa untuk memvalidasi kepatuhan membayar pajak yang baik,
DJP harus melakukan audit manual.

Untuk mengatasi masalah pengumpulan data, DJP memulai
program contoh sistem terintegrasi host-to-host°> dengan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan pertama yang
menguji sistem ini adalah Pertamina, perusahaan minyak dan gas alam
milik negara di Indonesia. Pada tahun 2018, Pertamina memberikan akses
real-time kepada DJP ke sistem informasinya, termasuk data pembelian
dan penjualan, gaji, dan transaksi dengan pihak-pihak ketiga.” Selanjut-
nya, BUMN lain mengikuti, seperti Perusahaan Listrik Negara dan Telkom
Indonesia.” Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, langkah
menuju integrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus
mengurangi biaya kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak.

KOTAK 7
Online Pajak: contoh PLA dalam upaya digitalisasi pajak di Indonesia

Beroperasi sejok tahun 2015, Online Pajak adalah penyedia layanan pajok elektronik di Indonesia. Inovasinya
mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memobilisasi lebih banyak sumber dalam negeri, mereformasi
administrasi pajak, dan mengurangi bioya kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak. Selain perangkat
lunak penyampaian SPT yang gratis, Online Pajok menawarkan serangkaian layanan bernilai tambah yang
tidak terkait dengan pajak.

TABEL 3
Perbandingan layanan yang ditawarkan oleh Online Pajak dan oleh DJP

LAYANAN YANG DITAWARKAN OLEH ONLINE PAJAK

DITAWARKAN JUGA OLEH DJP

E-filing tahunan untuk pajak penghasilan badan dan orang pribadi Ya
(PPh badan dan orang pribadi)

E-filing untuk pajak pertambahan nilai bulanan Ya
Alat bantu terintegrasi untuk menyetorkan, menghitung, melaporkan, Tidak
dan membayar pajak melalui platform daring yang sama

Akses multi-pengguna Tidak
Fitur impor data Tidak
Fitur layanan bantuan daring Ya
Pembaruan otomatis tanpa harus menginstal ulang Tidak
Integrasi parsial dengan manajemen sumber daya manusia untuk mengirimkan slip gaji Tidak
Integrasi dengan sistem akuntansi bisnis untuk memberikan masukan operasional Tidak

Diperkirakan bahwa pembayaran pajok melalui aplikasi ini mencapai Rp 100 triliun (USD 6,43 miliar pada tahun
2018), yang setara dengan sekitar 5-10% dari total penerimaan pajak Indonesia. Online Pajak juga melaporkan
kepuasan konsumen yang tinggi, yang telah membantu mendorong penerapan Online Pajak lebih lanjut.
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e Peningkatan ke Sistem Inti Perpajakan baru diharapkan melibatkan tiga

DIGITALISASI
CAJAK DI unsur utama yang akan membuat DJP dapat menggunakan data dengan
INDONESIA lebih baik.?

1. Formulir pajak yang diperbarui dan terstandar akan memastikan
bahwa data dikumpulkan dengan cara yang memungkinkan
pemeriksaan silang dan rekonsiliasi otomatis. DJP akan memfasilitasi
pembagian data wajib pajak dengan melibatkan berbagai kelompok
kerja untuk merancang formulir ini secara kolaboratif.

2. Fitur akun wajib pajak yang memuat seluruh informasi wajib pajak
akan berfungsi sebagai berkas induk dan memungkinkan analisis data
secara canggih.

3. Model yang dirancang untuk menggunakan data secara efisien akan
memungkinkan pengoperasian bisnis baru. Model ini mencakup fitur-
fitur yang dirancang untuk manajemen risiko kepatuhan membayar
pajak, manajemen mutu, inteligensi bisnis, dan manajemen
pengetahuan.

Sistem Inti Perpajakan baru harus dapat disesuaikan
dengan sumber-sumber data baru dan dapat memenuhi
kebutuhan data pihak luar. DJP bekerja keras untuk memastikan
pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI)/Pertukaran
Informasi Otomatis secara efektif. Hal ini mewajibkan bahwa data yang
dibagi melalui AEQI harus memenuhi standar laporan umum (CRS). DJP
juga harus dapat membuktikan bahwa sistem transmisi data antardaerah
sudah memadai dan memastikan kerahasiaan dan keamanan.

PENDEKATAN KOLABORATIF

DJP bermitra baik dengan sektor swasta untuk mengurangi
biaya pengembangan TIK dan membuat wajib pajak dapat
mengakses layanan bernilai tambah. Ini menjadi faktor
utama dalam keberhasilan digitalisasi di Indonesia. Pada tahun
2005, DJP mengeluarkan peraturan yang mengizinkan PLA pihak ketiga
memfasilitasi penyampaian SPT secara elektronik.”” Saat ini, ada delapan
PLA yang tersedia untuk seluruh wajib pajak. PLA memberi nilai tambah
dengan mengintegrasikan berbagai layanan digital yang disediakan DJP

ke dalam satu platform dan memungkinkan diperolehnya pengalaman
yang lebih ramah pengguna. Contohnya, semua layanan e-SPT, e-Faktur,
dan e-Filing yang disediakan pemerintah berjalan sebagai sistem yang
berbeda-beda. Tetapi, PLA seperti Online Pajak (Kotak 7) menggabungkan
seluruh layanan pajak digital ini ke dalam satu layanan. Dari perspektif
pemerintah, mengizinkan pelaku sektor swasta untuk menyediakan
layanan adalah cara yang efektif dan berbiaya rendah untuk mendorong
inovasi dalam penagihan pajak secara digital. Sebagian besar layanan dasar
yang disediakan oleh PLA gratis, dan penyedia memperoleh penerimaan
dari layanan bernilai tambah seperti pemrosesan pembayaran pajak,
pemrosesan faktur perusahaan, perangkat lunak gaji, dan keuangan jangka
pendek untuk penjualan faktur dan pembayaran pajak.

KOTAK 8
Kartinl - platform multi-identitas untuk
integrasi layanan dan data

Apa Kartinl itu

Kartinl adalah platform multi-identitas yang aman dalam bentuk
applet kartu pintar nirkontak, aplikasi gawai dan aplikasi berbasis web.
Kartinl dapat digunakan untuk mengintegrasikan beberapa ID resmi ke
dalam satu lokasi.

Visi

Dengan menampung beberapa ID dalam satu tempat, Kartinl
memungkinkan integrasi layanan dan data yang bermanfaat bagi
masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah.

Manfaat bagi wajib pajak
Akses lebih mudah ke layanan pemerintah, pembayaran lebih mudah
dari masyarakat ke pemerintah atau dari pelaku bisnis
ke pemerintah, dan penggunaan layanan sektor swasta
yang lebih sederhana (misalnya membuka rekening bank
dengan informasi yang tersimpan pada kartu).

Manfaat bagi pemerintah

Berkurangnya biaya untuk penyediaan layanan bagi
warga negara/wajib pajak dan meningkatnya layanan
melalui penggunaan analisis data.

Status proyek
Penggunaan Kartinl sebagai kartu debit atau kartu
kredit nirkontak sedang diuji coba pada pegawai DJP.

1 ) 2 Smm——)

Tahap 1 - Integrasi ID Tahap 2 - Integrasi Layanan

Menampung semua ID
dalam satu platform,
dan memilih satu ID
sebagai ID umum

Membuat satu portal sebagai
gerbang untuk semua layanan
umum/pemerintah

Layanan pemerintah dan swasta
digabungkan juga. Contohnya,
dompet elektronik Kartinl
terhubung dengan sistem
pemerintah agar pembayaran
otomatis dapat dilakukan
(misalnya pajok dan cukai)

ID diintegrasikan tetapi
data tetap ada di pusat
data tiap penyedia ID

3

Tahap 3 - Integrasi Data

Kartinl menggabungkan
dan menyimpan profil
pengguna dari semua ID ke
dalom satu pangkalan data

Para pemangku
kepentingan dapat
membagikan komponen
data mereka dengan
teknologi blockchain.

Kartinl menjadi ID digital
Indonesia
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BERPUSAT PADA PENGGUNA

DJP telah bekerja sama dengan kolaborator sektor swasta
dalam pendekatan yang berpusat pada pengguna untuk
merancang sistem pajak digital. Layanan PLA cenderung menyasar
kelompok wajib pajak tertentu. Contohnya, Klik46 menyediakan platform
digital khusus bagi UMKM yang memungkinkan mereka mencatat transaksi
dan data pembayaran. Selain layanan kasir daring, Klik4é menawarkan

fitur analisis pajak dan pembayaran pajak yang membuat UMKM dapat
memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih mudah.?

DJP memusatkan pendekatannya pada pengembangan
teknologi bagi wajib pajak untuk mendorong penggunaan
dan membantu pengguna memaksimalkan manfaat
teknologi tersebut. Contoh hal ini terlihat nyata dalam desain Kartin1
(Kotak 8), yang saat ini sedang diuji coba. Kartin1 adalah aplikasi yang
dikembangkan oleh DJP dengan tujuan menggabungkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam
satu kartu. Untuk meningkatkan manfaat dan memastikan waijib pajak
memperoleh manfaat optimal dari layanan ini, DJP mengembangkan
teknologi yang dapat memasukkan identitas tambahan, seperti Nomor
BPJS dan Nomor Surat Izin Mengemudi (SIM). DJP juga merancang
Kartin1 untuk memenuhi standar yang tinggi dalam keamanan data
dan informasi yang ada dalam bisnis perbankan. Hal ini memungkinkan
integrasi kartu debit dan uang elektronik.””'% Kartin1 juga dapat
memberikan nilai tambah bagi lembaga pemerintah melalui integrasi
data. Khususnya, penyebarluasan Kartin1 sebagai cara pembayaran
dapat memberikan pengawasan yang lebih baik bagi DJP atas transaksi
ekonomi di tingkat nasional.

Kesimpulan dan rekomendasi

Upaya digitalisasi pajak di Indonesia berfokus pada pengembangan landasan teknologi
secara kuat, yang secara bertahap meningkatkan penerimaan pajak negara, sehingga
menghasilkan pengembalian investasi negara dalam teknologi ini. Pengalaman Indonesia
memberikan pelajaran penting bagi negara lain yang berupaya melaksanakan visi
digitalisasi, dan memberikan masukan tentang dampak upaya tersebut pada berbagai
kelompok wajib pajak. Bersama-sama, pelajaran dan masukan ini juga memberikan
rekomendasi berikut yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan utama untuk
memaksimalkan manfaat digitalisasi.

1

KEMENTERIAN KEUANGAN DAN BANK INDONESIA

Menentukan kebijakan yang mendorong pembayaran digital.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dapat bekerja erat dengan

DJP untuk merancang dan menerapkan peraturan yang dapat memastikan
bahwa pembayaran, misalnya pembayaran yang dapat dikurangi PPN untuk
perusahaan, memenubhi kriteria tertentu sehingga pembayaran tersebut
dapat dilakukan secara digital. Hal ini akan memberi DJP kemampuan
pengawasan lebih besar atas seluruh transaksi ekonomi sekaligus
menciptakan insentif bagi banyak usaha untuk memformalkan usahanya.

U

SEKTOR SWASTA

Perusahaan teknologi harus terus berinovasi dan
berkolaborasi dengan DJP. Sektor swasta berperan penting dalam
mendorong penerapan digitalisasi dengan biaya efektif dan memberi
manfaat bagi wajib pajak. Kolaborasi yang berlanjut antara sektor swasta
dan DJP akan tetap menjadi sangat penting saat DJP berupaya memperluas
basis pajak, menarik investasi asing secara langsung, dan mengenakan
pajak pada ekonomi digital, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Dua
bidang yang berpotensi untuk dikembangkan mencakup pembuatan faktur
elektronik dari titik penjualan serta integrasi data akuntansi serta keuangan.

Bank dan lembaga keuangan mikro dapat membantu

DJP menggunakan alat bantu digital untuk mendorong
formalisasi ekonomi informal. Khususnya, bank dan lembaga
keuangan mikro dapat membantu DJP menjajaki cara agar faktur
elektronik dapat berperan dalam memfasilitasi akses ke kredit, misalnya
melalui penjualan faktur, bagi UMKM dan masyarakat miskin.
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DAN
REKOMENDASI

&

DJP

Memformulasikan dan membangun dukungan untuk strategi
digitalisasi pajak jangka panjang. Upaya digitalisasi di Indonesia
terhambat oleh terbatasnya pelaksanaan visi digitalisasi. Hal ini sebagian
disebabkan oleh rendahnya keselarasan antara pembuat keputusan di tingkat
atas untuk menerjemahkan visi tersebut menjadi perubahan yang efektif. Ke
depan, penting untuk bekerja sama untuk membuat peta jalan (roadmap)
pelaksanaan Sistem Inti Perpajakan baru, dan mengalokasikan tanggung
jawab atas kegiatan tertentu kepada pelaku tertentu. Peta jalan bersama

ini akan meningkatkan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan membantu
pembuat keputusan menginisiasi tindakan dan melakukan perubahan.

Unl

Memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat di da-
lam DJP. Saat Indonesia meningkatkan sistem pajak digitalnya, kemam-
puan analisis data yang canggih dan baru akan memerlukan perubahan
dalam pengoperasian inti DJP, serta pada teknologi yang dapat digunakan
DJP. Sangat penting bahwa pejabat tinggi DJP mampu melakukan perubah-
an komprehensif dengan cepat, termasuk perubahan pada struktur orga-
nisasi dan sumber daya manusia. Memberdayakan pegawai di semua level
— termasuk level bawah — dengan wewenang pengambilan keputusan yang
makin besar dapat membuat mereka berinovasi dan berubah dengan cara
yang berdampak penting bagi keberhasilan transformasi digital. Mengubah
fokus dari kegiatan dan kebutuhan yang ditentukan ke hasil yang diharap-
kan adalah cara bagi DJP untuk mewujudkan pengambilan dan pelaksana-
an keputusan yang lebih efisien.

Menekankan kembali tentang standardisasi data. Sebelumnya,
banyak proyek digitalisasi di DJP yang dibuat tanpa dikomunikasikan
dengan pemangku kepentingan lain, sehingga menyebabkan tidak adanya
integrasi antara berbagai komponen sistem pajak di Indonesia. Contohnya,
sistem digital untuk pelaporan PPN dan PPh dibuat dengan arsitektur data
yang berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan silang
dan analisis data. Ke depan, akan penting untuk memastikan bahwa data
dikumpulkan dengan cara yang terstandardisasi.

Menggunakan dan melindungi data digital dengan efektif.
Setelah berinvestasi dalam Sistem Inti Perpajakan baru, DJP harus
memastikan bahwa volume dan kekayaaan data yang makin meningkat
digunakan dengan efektif. Untuk melakukan hal ini, DJP juga harus
berinvestasi dalam protokol keamanan siber yang efektif dan perlindungan
yang baik terhadap data dan hak wajib pajak. Kegagalan mengintegrasikan
perlindungan dengan baik dapat membuat data mudah dicuri dan
disalahgunakan, dan pada akhirnya, membuat pengumpulan data menjadi
kontraproduktif.

Berfokus pada kebijakan dan memproses penyederhanaan
dan otomatisasi, terutama dalam langkah-langkah
pascapenyampaian SPT. Meningkatkan pengoperasian dan
pengambilan keputusan otoritas pajak dapat memicu perubahan perilaku
wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini, meskipun
faktur elektronik telah diterapkan, deklarasi PPN penjual dan pembeli tidak
dibandingkan secara sistematis untuk dicocokkan. Hal ini menyebabkan
penggelapan pajak terus terjadi melalui faktur palsu. Demikian juga, DJP
dan wajib pajak telah mengetahui adanya kekurangan dalam pemilihan
dan pemrosesan audit. Bagi DJP, tidak adanya sistem pemilihan audit
otomatis mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien.
Sementara itu, bagi wajib pajak, cara pelaksanaan audit yang subjektif
menimbulkan ketidakpercayaan kepada DJP. Hal ini juga berkontribusi
pada persepsi wajib pajak secara umum bahwa ketidakpatuhan pada
kewajiban pajak memiliki risiko kecil untuk ditangkap atau dihukum,
sehingga mereka tidak terdorong untuk memiliki kepatuhan membayar
pajak secara sukarela. Selain itu, tantangan dan kerumitan rekonsiliasi
untuk mendapatkan pengembalian pajak pascapembayaran menyebabkan
rendahnya kepatuhan membayar pajak. Untuk mewujudkan manfaat
Sistem Inti Perpajakan baru secara penuh, DJP harus melengkapi
kemampuan teknologi barunya dengan proses internal dan eksternal yang
lebih baik, yang dalam banyak hal, harus melibatkan penyederhanaan dan
perampingan, agar semua proses menjadi lebih ramah pengguna.
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Studi kasus perbandingan negara

I

KONTEKS NEGARA INDONESIA RWANDA MEKSIKO
Penduduk 268 juta 12 juta 124 juta
Penduduk dewasa 186 juta 7 juta 90 juta
Kategori penghasilan negara Penghasilan Penghasilan rendah Penghasilan

Laju pertumbuhan ekonomi tahunan
(PDB Riil)

% penyerapan tenaga kerja dalam
ekonomi formal

Indeks Kesenjangan Gender

% rekening keuangan penduduk dewasa

% pengguna internet dewasa

LANSKAP PAJAK

rendah-menengah

5,5% (2008-2018)

30%

0,691
(peringkat 84/144)

49%
76%

7,5% (2008-2018)

10%

0,822
(peringkat 4/144)

68%
80%

menengah-atas

2,1% (2000-2018)

40%

0,691
(peringkat 81/144)

37%
82%

Lembaga dalam studi kasus

Penerimaan yang dikumpulkan
otoritas pajak

Direktorat Jenderal
Pajak (DJP)

PPN, PPh Badan,
PPh Orang Pribadi,
dan bea meterai

Otoritas Penerimaan
Negara Rwanda
(Rwanda Revenue
Authority, RRA)

Semua pajak

Kantor Pelayanan
Administrasi
Pajak (Servicio
Administracion
Tributaria, SAT)

PPN, PPh Badan,
PPh Orang Pribadi,
dan pajak khusus

Tingkat otonomi Bagian dari Semi-otonom Semi-otonom
Kemenkeu dari Kemenkeu dari SHCP
Pajak terhadap PDB 12% 17% 16%
DIGITALISASI SISTEM PAJAK
Upaya digitalisasi dimulai pada 2001 2004 1995
Registrasi didigitalkan Ya Tidak Sebagian
Faktur elektronik Ya Ya Ya
Akuntansi elektronik Tidak Tidak Ya
Penyampaian SPT secara elektronik Ya Ya Ya
Pembayaran pajak secara digital Sebagian Ya Sebagian
Interaksi elektronik khusus dengan AP Tidak Ya Ya
Interaksi elektronik umum dengan AP Ya Ya Ya
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Digitalisasi dalam seluruh proses penagihan pajak

Digitalisasi pajak melibatkan beberapa proses pajak dan jenis pajak. Jalur

tiap negara akan beragam dalam hal urutan dan skala digitalisasi tiap proses.
Contohnya, Meksiko mengaktifkan pembayaran pajak secara digital pada tahun
2002, hampir satu dekade sebelum menerapkan faktur elektronik pada tahun

2011."" Rwanda mewajibkan faktur elektronik dikirimkan dalam bulan transaksi,
Spanyol mewajibkan penyampaian faktur tiap hari, dan otoritas penerimaan negara

Hungaria mewajibkan pelaporan faktur elektronik secara ‘langsung’.'® Di kota

Kananga, Republik Demokratik Kongo, pajak properti adalah pajak yang pertama
kali didigitalkan, sedangkan banyak negara lain telah mulai mendigitalkan PPN.'®

Untuk mengetahui peluang dan potensi risiko digitalisasi, penting untuk memahami langkah-

langkah utama yang terlibat. Kerangka di bawah ini menyajikan proses penagihan pajak tingkat

tinggi yang diterapkan pada beragam pajak di banyak negara. Tentu harus diingat bahwa tidak
ada solusi seragam yang akan memberikan hasil optimal secara otomatis di tiap negara atau
yurisdiksi; seperti biasa, praktik terbaik dan pendekatan umum harus dipertimbangkan dalam

konteks kondisi dalam negeri dan disesuaikan dengan keadaan setempat sebagaimana diperlukan.

GAMBAR 6

Proses penagihan pajak tingkat tinggi

Wajib Pajak
(Badan atau
orang pribadi)

Otoritas
Pajak

PERUSAHAAN
& WIRASWASTA

Registrasi
yang memasti-
kan hubungan
resmi dengan

c Penagihan
dan pelaporan
kegiatan ekonomi

F Menyam-
paikan SPT
memvalidasi data
yang diisi di muka,
dan memberikan

H Pembayaran
dan pengem-
balian pajak
memenuhi
kewajiban fiskal

otoritas informasi

penerimaan tambahan untuk I e

negara . kepatuhan aim dan
D LA membayar pajak sengketa
melacak urusan menangani pajak
keuangan yang salah

A E Penyampaian G Memeriksa J Manajemen

Penerbitan SPT di muka dan mengaudit pascapenyam-

NPWP mencari dan memverifikasi paian SPT

untuk tiap wajib
pajak (orang
pribadi dan
badan)

menampilkan data
wadjib pajak dan
divalidasi untuk
mempersingkat
waktu pemrosesan
bagi wajib pajak

bahwa informasi
wajib pajak benar
dan memadai

menyelesaikan
klaim dan sengketa,
dan mengelola
pembayaran dan
pengembalian
pajak

K Penyimpanan, manajemen, dan analisis data, menyimpan dan menggunakan

data yang diperoleh melalui berbagai langkah perjalanan digitasi pajok

A Penerbitan NPWP

Penerbitan NPWP untuk orang pribadi, perusahaan,
atau organisasi lain adalah langkah pertama untuk
membentuk hubungan formal antara wajib pajak dan
otoritas penerimaan negara. Hal yang penting adalah
NPWP digunakan dalam seluruh proses pajak dan
untuk semua jenis pajak.

NPWP digital mengotomatiskan proses penerbitan
NPWP. Hal ini mengurangi kesalahan, meningkatkan
keamanan (yaitu dengan mengganti berkas kertas), dan
memungkinkan pencocokan NPWP secara otomatis.

B Registrasi

Saat mendaftarkan diri kepada otoritas penerimaan
negara, wajib pajak memberikan seluruh informasi
yang diperlukan untuk memformalkan status
pajaknya.

Saat registrasi, beberapa cara identifikasi digital
dapat diterapkan, termasuk tanda tangan elektronik,
kata sandi elektronik, dan stempel elektronik untuk
perusahaan. Semua alat bantu ini membuat wajib pajak
dapat mengidentifikasi diri secara daring dan mematuhi
kewajiban pajak mereka secara digital tanpa harus
berinteraksi dengan petugas pajak secara langsung. Di
negara-negara dengan infrastruktur dan kemampuan
digital terbatas, tanda tangan elektronik bisa menjadi
sangat rumit, sehingga registrasi daring dan pengaturan
kata sandi elektronik menjadi pilihan yang lebih tepat.’®

€ Penerbitan Faktur

Penerbitan faktur sangat penting untuk pajak, seperti
pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan
badan (PPh badan), yang menyasar perusahaan dan
pelaku wirausaha. Faktur elektronik adalah berkas
elektronik yang memuat informasi pajak atas transaksi
komersial yang melibatkan penjualan barang dan jasa.
Sebelum adanya faktur elektronik, catatan ini dibuat
dalam bentuk faktur fisik/kertas. Faktur tersebut dibuat
secara elektronik dan dikirimkan langsung oleh wajib
pajak kepada kantor pajak.

Penerbitan faktur elektronik memberitahukan
secara digital kepada otoritas pajak tentang adanya
transaksi ekonomi. Cara ini dapat menghemat

waktu bagi otoritas pajak dan perusahaan dalam
pemrosesan faktur. Hal ini juga membantu perusahaan
mengklasifikasikan jenis faktur (misalnya dengan
menggunakan kode daring alfanumerik).'®® Faktur
elektronik dapat mengurangi kemungkinan korupsi
dengan mendorong transparansi, menghapus transaksi
tunai, dan mengotomatiskan proses internal. Di
beberapa negara, misalnya Meksiko, perusahaan
dapat menerbitkan faktur elektronik sendiri atau
menggunakan penyedia layanan pihak ketiga.

D Akuntansi

Otoritas penerimaan negara mewajibkan laporan
akuntansi dari perusahaan agar dapat menghitung,
antara lain, kewajiban PPh badan dengan benar.

Akuntansi elektronik sering diterapkan dengan
tiga tujuan: (i) memberikan informasi yang lebih
baik kepada otoritas pajak, (ii) meningkatkan
pengetahuan internal bagi perusahaan, dan (jii)
meningkatkan manajemen sumber daya internal.
Akuntansi elektronik membuat informasi langsung
tersedia bagi auditor, sehingga audit dapat dilakukan
dengan lebih cepat dan lebih sering.'® Otoritas pajak
dapat menggunakan akuntansi elektronik untuk
meningkatkan kebutuhan informasi dan frekuensi
pelaporan bagi perusahaan.

E Pengisian SPT di muka

Pengisian SPT di muka dapat memberikan manfaat
signifikan tetapi membutuhkan kolaborasi sangat
intensif dengan pihak ketiga.'”” Agen pihak ketiga
dapat menyediakan data terkait dengan wajib pajak
(misalnya perusahaan dapat menyediakan informasi
gaji karyawan). Informasi ini dapat digunakan untuk
mengisi formulir pajak di muka. Pengisian SPT di muka
sangat populer dan efektif untuk PPh orang pribadi
karena sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan
untuk menyampaikan SPT.
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Digitalisasi memungkinkan pengisian SPT di muka
secara otomatis. Digitalisasi dapat mengurangi waktu
administratif dan biaya pengisian SPT di muka sekaligus
meminimalkan kemungkinan kesalahan pengisian.

F Penyampaian SPT

Dengan menyampaikan SPT, wajib pajak
memberikan informasi yang diperlukan untuk
kepatuhan membayar pajak dan, jika diperlukan,
memvalidasi formulir yang diisi di muka.

Penyampaian SPT secara elektronik membuat wajib
pajak dapat memberikan informasi yang diminta
secara daring. Akun digital dapat dibuat di portal daring
agar wajib pajak dapat memeriksa dan memenuhi
kewajiban mereka.

G Pemeriksaan dan audit
Otoritas pajak mengonfirmasi kewajiban pajak
dengan memeriksa dan mengaudit SPT.

Digitalisasi memungkinkan pemilihan algoritma
untuk SPT yang akan diaudit. Senegal sedang
melakukan uji coba dalam mekanisme pemilihan
berdasarkan data untuk mengetahui wajib pajak yang
akan diaudit.’® Selain itu, pemeriksaan digital dapat
mengirimkan alarm (pengingat) otomatis kepada
kelompok wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak
yang diidentifikasi berisiko tinggi oleh mekanisme
pemilihan berdasarkan data.'”

H Pembayaran dan pengembalian pajak
Pembayaran digital memungkinkan wajib pajak dan
otoritas penerimaan negara untuk mempersingkat
waktu pemrosesan. Beberapa negara telah
mengizinkan pembayaran kartu kredit untuk penagihan
pajak (misalnya Meksiko). Selain itu, karena menghapus
transaksi tunai, pembayaran digital dapat menanggulangi
risiko korupsi dan pencurian.

— Pembayaran digital saat ini masih baru di sebagian
besar negara berpenghasilan rendah dan rendah-
menengah, dan rata-rata hanya mewakili 16% dari
pembayaran pajak yang diterima.’™

I Klaim dan perselisihan

Klaim dan perselisihan memungkinkan wajib pajak
dan otoritas pajak untuk menyelesaikan perselisihan
pajak. Klaim digital disampaikan secara elektronik, dan
dengan demikian meniadakan waktu pengiriman surat,
dan memperlancar komunikasi antara wajib pajak dan
otoritas pajak.

J Manajemen pascapenyampaian SPT
Manajemen pascapenyampaian SPT merujuk pada
pekerjaan yang dilakukan otoritas pajak setelah
wajib pajak menyampaikan SPT.

Manajemen pascapenyampaian SPT secara digital
memungkinkan otoritas pajak untuk memvalidasi
pembayaran dengan cepat dan mengetahui adanya
keterlambatan pembayaran secara otomatis.
Pengembalian pajak secara digital dapat disetujui
secara otomatis dan dibayarkan kembali kepada wajib
pajak secara digital. Klaim digital pada umumnya
diproses dan diselesaikan lebih cepat karena dapat
dikategorikan dengan lebih mudah dan ditangani
dengan sistematis.

K Penyimpanan, manajemen, dan analisis data
Penyimpanan, manajemen, dan analisis data
berperan sangat penting bagi otoritas pajak untuk
memperoleh dampak terbesar dari digitalisasi
pajak. Penyimpanan dan manajemen data harus
memenuhi efisiensi biaya dan keamanan. Analisis
data mencocokkan dan memvalidasi informasi, lalu
menyaring informasi dari jutaan angka data agregat,
sehingga membuat analisis data menjadi komponen
utama otomatisasi.

Digitalisasi pajak-pajak utama

Digitalisasi pajak dapat berdampak pada semua
jenis pajak. Tiap langkah digitalisasi berdampak
pada penerimaan total, kerumitan secara
keseluruhan, dan manfaat yang diperoleh dari
efisiensi. Bagi sebagian besar negara dengan ekonomi
yang berkembang pesat, penagihan penerimaan
negara adalah prioritas utama, sehingga digitalisasi
pajak berfokus pada tujuan ini. Beberapa negara
memfokuskan upaya awal pada PPN karena ini
merupakan sumber penerimaan yang sangat besar.'"

Kerumitan digitalisasi berbeda antara tiap jenis pajak,
bahkan saat proses serupa didigitalkan. Contohnya,
pengisian SPT di muka lebih mudah untuk PPh

orang pribadi daripada PPh badan karena pelaporan
dilakuka pihak ketiga (yaitu perusahaan yang langsung
melaporkan gaji karyawan). Manfaat efisiensi dari
digitalisasi mungkin berbeda di antara jenis pajak,
tergantung pada konteks lokal dan peraturan yang ada.

Afrika, Amerika Latin dan Karibia, dan Asia
berhasil menagih pajak lebih besar untuk barang
dan jasa, sedangkan negara-negara OECD lebih
mengandalkan pada PPh orang pribadi.''? Di Afrika,
Amerika Latin dan Karibia, PPN adalah sumber
penerimaan pajak terbesar bagi negara karena pajak
barang dan jasa mewakili sekitar separuh dari seluruh
penerimaan negara.

Memahami ciri utama tiap jenis pajak dapat
membantu otoritas pajak untuk memprioritaskan
dan menentukan orientasi perjalanan digitalisasi
mereka. Gambar 7 meringkas ciri penting dari pajak-
pajak terpopuler di banyak negara. Hal yang penting
adalah pembuat kebijakan harus mempertimbangkan
pihak yang bertanggung jawab atas tiap pajak, cara
pembayarannya, basis wajib pajak yang terdampak, dan
frekuensi pembayarannya.

Selain ciri-ciri umum tersebut, tiap pajak memiliki
karakteristik tertentu yang memengaruhi
digitalisasinya. Di bawah ini adalah beberapa ciri terkait
yang harus diketahui pembuat kebijakan dan dimasukkan
ke dalam strategi saat mendigitalkan tiap jenis pajak.

Pajak pertambahan nilai (PPN)

Digitalisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan
membayar PPN dengan memungkinkan pencocokan
transaksi yang dilaporkan, dan dengan mengurangi
biaya dan waktu yang diperlukan untuk memproses
faktur. Penggelapan membayar PPN bisa sepihak,
artinya hanya satu pihak yang terlibat dalam transaksi
yang melaporkannya kepada otoritas penerimaan
negara, atau dua pihak, artinya kedua belah pihak
berkolusi untuk sengaja melaporkan bahwa jumlah
transaksi mereka lebih sedikit daripada yang
sesungguhnya (underreporting).'® Faktur elektronik

GAMBAR 7

Gambaran ciri penting pajak-pajak utama

PAJAK PAJAK PAJAK PAJAK
PERTAMBAHAN PENGHASILAN PENGHASILAN PROPERTI
NILAI BADAN ORANG PRIBADI
iapa yang adan usaha adan usaha rang pribadi rang pribadi
S Bad h Bad h 0 bad 0] bad

bertanggung jawab?

Bagaimana cara
pembayarannya?

Dipotong dari
badan usaha

Apa basis pajaknya?
untuk konsumsi

Triwulan/
Tahunan

Seperti apa frekuensi  Bulanan
pembayaran yang
lazim?

Dilakukan oleh
wajib pajak

Seluruh penjualan Laba usaha

Pemberi kerja bagi karyawan Dilakukan oleh
(yang selanjutnya membuat  wajib pajak
deklarasi) / Dilakukan

wiraswasta
Penghasilan bruto pekerja Nilai properti
Bulanan Tahunan
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dapat mengurangi penggelapan membayar pajak
sepihak secara signifikan karena dimungkinkan untuk
mencocokkan transaksi yang dilaporkan secara
otomatis. Untuk memberantas penggelapan membayar
pajak dua pihak, mesin penagihan elektronik dapat
digunakan untuk mencatat penjualan eceran dan
membagi data tersebut dengan otoritas pajak.

Pajak penghasilan badan (PPh badan)
Digitalisasi PPh badan dapat meningkatkan
kepatuhan membayar pajak dan penerimaan

pajak. Hal ini bisa mencakup penyampaian elektronik,
pembayaran elektronik, dan akuntansi elektronik bagi
otoritas pajak yang lebih maju. Akuntansi elektronik
sering dilaksanakan pada tahap berikutnya dalam
perjalanan digitalisasi pajak sebuah negara. Akuntansi
elektronik mengharuskan perusahaan melaporkan
seluruh data laba rugi mereka secara elektronik dan
berkala. Hal ini memungkinkan pemantauan lebih ketat
oleh otoritas penerimaan negara, sehingga mengurangi
risiko penggelapan membayar PPh badan.

Digitalisasi pajak memungkinkan kolaborasi
internasional lebih erat antara otoritas penerimaan
negara, sehingga membantu mengurangi penggelapan
membayar pajak badan. Beberapa perusahaan sengaja
melaporkan jumlah laba mereka yang sesungguhya

di negara tertentu dengan secara samar mengalihkan
sebagian laba mereka ke luar negeri. Risiko ini diperparah
dengan kemunculan ekonomi digital, saat banyak
perusahaan terkadang beroperasi di negara-negara

yang memungkinkan mereka tidak hadir secara fisik.
Kolaborasi lebih erat antarotoritas penerimaan negara
sedang didorong di garis depan untuk memberantas
penggelapan membayar PPh badan. Digitalisasi pajak
sangat penting untuk komunikasi yang cepat dan andal
antarotoritas penerimaan negara dan untuk pemanfaatan
data yang ada.

Pajak penghasilan orang pribadi

(PPh orang pribadi)

Pengisian SPT di muka secara otomatis dapat
menjadi sangat efektif untuk kepatuhan membayar
PPh orang pribadi karena otoritas penerimaan
negara bisa mendapatkan laporan pihak ketiga

langsung dari perusahaan. Di banyak negara, PPh
orang pribadi langsung ditransfer oleh perusahaan
tiap bulan melalui pemotongan gaji. Lalu, pada akhir
tahun fiskal, karyawan dengan gaji di atas ambang
tertentu harus mendeklarasikan penghasilan tahunan
mereka untuk mendapatkan pengembalian pajak
atau melakukan pembayaran tambahan. Otoritas
penerimaan negara dapat menggunakan informasi
yang diberikan oleh perusahaan untuk mengisi formulir
SPT karyawan di muka secara otomatis. Hal ini dapat
secara signifikan menghemat waktu yang dibutuhkan
dan mengurangi kesalahan oleh wajib pajak orang
pribadi saat menyampaikan SPT mereka.

Menagih PPh orang pribadi dari pelaku wiraswasta
bisa menjadi tantangan bagi otoritas penerimaan
negara karena tidak ada pelaporan pihak ketiga
langsung. Digitalisasi pajak dapat meningkatkan
kepatuhan membayar pajak oleh pelaku wiraswasta
dengan mengurangi waktu dan biaya pelaporan kondisi
keuangan mereka, dan meningkatkan pelaporan

pihak ketiga melalui faktur elektronik serta akuntansi
elektronik oleh penjual dan klien.

Pajak properti

Pajak properti sering mewakili porsi yang relatif
rendah dalam penerimaan pajak keseluruhan,
dengan rata-rata 5,7% dari total penerimaan pajak
di negara-negara OECD pada tahun 2017;"'* tetapi,
sifatnya yang progresif membuat pajak ini penting.'’®
Pajak properti sering menjadi sumber terbesar dalam
penerimaan diskresioner bagi pemerintah setempat.
Oleh karena itu, langkah ini penting bagi banyak negara
yang mengupayakan desentralisasi fiskal. Teknik Big
Data (Mahadata) yang mendigitalkan data properti dapat
membantu otoritas penerimaan negara mengidentifikasi
penipuan dan pelaporan nilai yang sengaja dibuat lebih
kecil. Selain itu, akun daring digital bagi pemilik properti
dapat memusatkan informasi dan pembayaran pajak;
inisiatif Making Tax Digital di UK adalah contohnya.'™

Di negara-negara dengan kondisi menuju ke

ekonomi maju, upaya digitalisasi pajak properti akan
mendapatkan manfaat terbesar saat menggunakan
penilaian massal berbantuan komputer dan sistem
penagihan serta pembayaran daring.

Daftar singkatan

AAAA
AEOI
AGESIC

Al
AMECE

APA
API
ASYCUD
ATAF
ATI
ATM
B2G
BEPS
BIR
BKF
BMGF
BPJS
BPR
BSC
BUMN
CAGR
COMESA

COTS
DGlI

DJBC
DJP
DPIDG
DRM
EAPS
ECLAC

EDC
e-SIT
FATCA
FBR
FIMPE

FPB
GoR

Addis Ababa Action Agenda (Agenda Aksi Addis Ababa)
Automatic Exchange of Information (Pertukaran Informasi Otomatis)

Agency for eGovernment and Information and Knowledge Society
(Badan eGovernment dan Informasi dan Pengetahuan)

Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)

Asociacion Mexicana de Estanderes para el Comercio Electrdnico
(Asosiasi Standar Perdagangan Elektronik Meksiko)

Advanced Pricing Agreement (Perjanjian Penetapan Harga Lanjutan)
Application Programming Interface (Antarmuka Pemrograman Aplikasi)
Automated System for Customs Data (Sistem Otomatis untuk Data Bea Cukai)
African Tax Administration Forum (Forum Administrasi Pajak Afrika)

Addis Tax Initiative (Inisiatif Pajak Addis)

Anjungan Tunai Mandiri

Business to Government (Bisnis ke Pemerintah)

Base Erosion and Profit Shifting (Erosi Dasar dan Pengalihan Laba)

Bureau of Internal Revenue of the Philippines (Biro Penerimaan Dalam Negeri Filipina)
Badan Kebijakan Fiskal (Indonesia)

Bill and Melinda Gates Foundation (Yayasan Bill dan Melinda Gates)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Bantuan Pembangunan Resmi

Balanced Score Card (Skor Kartu Seimbang)

Badan Usaha Milik Negara

Compound Annual Growth Rate (Laju Pertumbuhan Tahunan Majemuk)

East African Community and the Common Market of Eastern and Southern Africa
(Komunitas Afrika Timur dan Pasar Bersama Afrika Timur dan Selatan)

Commercial Off-The-Shelf (Produk Stok Komersial)

Directorate General for Internal Taxes of El Salvador
(Direktorat Jenderal Pajak Dalam Negeri El Salvador)

Direktorat Jenderal Bea Cukai (Indonesia)

Direktorat Jenderal Pajak (Indonesia)

Division for Public Institutions and Digital Government (Divisi Lembaga Negara dan Pemerintah Digital)
Domestic Resource Mobilization (Mobilisasi Sumber Daya Domestik)

East African Payment System (Sistem Pembayaran Afrika Timur)

Economic Commission for Latin America and the Caribbean
(Komisi Ekonomi Amerika Latin dan Karibia)

Electronic Data Capture (Penangkap Data Elektronik)

Sistem Informasi Pajak Elektronik

Foreign Account Tax Compliance Act (UU Kepatuhan Pajak Rekening Asing)
Federal Board of Revenue (Dewan Penerimaan Federal)

Fideicomiso para extender a la sociedad los beneficios de la Infraestructura
de los Medios de Pago Electrénico

Formulir Pembayaran Berganda
Government of Rwanda (Pemerintah Rwanda)
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DAFTAR AKRONIM

HMRC
ICAEW

ICTD
IDR
IKU
ILA
IMF
IPPE
ISO
ITU
IWAPI
KCCA
Kemenkeu
KPBU
KPP
LAC
LC
LIRS
LMIC
MCC
MPE
MXN
NF-e
NPWP
NRB
NTA
OECD

osl
P26
PAC
PAYE
PBB
PDB
PJD
PKP
PLA
PMN

Her Majesty’s Revenue and Customs (Badan Penerimaan dan Bea Cukai UK)

Institute of Chartered Accountants in England and Wales
(Institut Akuntan Profesional di Inggris dan Wales)

International Centre for Tax Development (Pusat Pengembangan Pajak Internasional)
Indonesian Rupiah (Rp Rupiah Indonesia)

Indikator Kinerja Utama

Investasi Langsung Asing

International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)

Indeks Pengembangan Pemerintah Elektronik

International Organization for Standardization (Organisasi Standardisasi Internasional)
International Telecommunication Union (Badan Telekomunikasi Internasional)
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia

Kampala Capital City Authority of Uganda (Otoritas Ibu Kota Kampala, Uganda)
Kementerian Keuangan (Indonesia)

Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha

Kantor Pelayanan Pajak (Indonesia)

Latin America and the Caribbean (Amerika Latin dan Karibia)

Capture Lines (Garis-garis Perekam Data)

Lagos State Internal Revenue Service (Pelayanan Penerimaan Dalam Negeri Lagos
Lower-Middle Income Country (Negara Berpenghasilan Rendah-Menengah)
Millennium Challenge Corporation (Korporasi Tantangan Milenium)

Mesin Penagihan Elektronik

Peso Meksiko

Nota Fiscal eletronica (Nota Fiskal elektronik)

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Rekening Pribadi

National Tax Agency of Japan (Badan Pajak Nasional Jepang)

Organization for Economic Co-operation and Development
(Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi)

Online Service Index (Indeks Pelayanan Daring)
Person-to-government (Individu ke pemerintah)

Authorized Certification Provider (Penyedia Sertifikasi Resmi)
Pay-As-You-Earn (Bayar Saat Anda Dapatkan)

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Produk Domestik Bruto

Pajak Jasa Digital

Platform Kolaborasi Pajak

Penyedia Layanan Aplikasi

Perusahaan Multinasional

PPh Badan Pajak Penghasilan Badan
PPh Orang Pribadi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

PPN

Pajak Pertambahan Nilai

PPP
PoS
PSDP
PU
RAG
RARP
RDB
REPSS
RIPPS

ROPL
RRA
RSSB
RURA
RWF
SAT
SDG
SHCP
SMs
SPEI
SPMK
SPU
SSA
SWOT
TA
TADAT
TI

TF

TIK
UMIC
UMKM
UN DESA
UNIPOG
UNISCAP

USAID

UsD
USSD
WEF
XML
ZIRMA

Pemantauan, Pendidikan, dan Pembelajaran

Point of Sales (Titik Penjualan)

Perencanaan Sumber Daya Perusahaan

Pekerjaan Umum

Revenue Analytics Group of Ireland (Grup Analisis Penerimaan Irlandia)

Revenue Administration and Reform Project (Proyek Administrasi dan Reformasi Penerimaan)
Rwanda Development Board (Dewan Pembangunan Rwanda)

Regional Payment and Settlement System (Sistem Pembayaran dan Pelunasan Regional)

Rwanda Integrated Payments Processing System
(Sistem Pemrosesan Pembayaran Terintegrasi di Rwanda)

Rwanda Online Platform Limited (Platform Daring Terbatas Rwanda)

Rwanda Revenue Authority (Otoritas Penerimaan Rwanda)

Rwanda Social Security Board (Dewan Jaminan Sosial Rwanda)

Rwanda Utilities Regulatory Agency (Badan Regulator Fasilitas Rwanda)

Franc Rwanda

Tax Administration Service of Mexico (Kantor Pelayanan Administrasi Pajak Meksiko)

Sustainable Development Goal (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (Sekretariat Keuangan dan Kredit Umum—Meksiko)

Short Message Service (Layanan Pesan Singkat)

Sistema de Pagos Electrdnicos Interbancario (Sistem Pembayaran Elektronik Antarbank—Meksiko)
(CSMS) Sistem Pemilihan dan Manajemen Kasus

Standar Pelaporan Umum

Sub-Saharan Africa (Afrika Sub-Sahara)

Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman)
Tax Administration (Administrasi Perpajakan

Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (Alat Bantu Penilaian Diagnostik Administrasi Pajak)
Teknologi Informasi

Tahun Fiskal

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Upper-Middle Income Country (Negara Berpenghasilan Menengah-Atas)

Usaha Mikro, Kecil, & Menengah

United Nations Department of Economic and Social Affairs (Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB)
United Nations Project Office on Governance (Kantor Proyek Tata Kelola PBB)

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik PBB)

United States Agency for International Development
(Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat)

Dollar Amerika Serikat

Unstructured Supplementary Service Data (Data Layanan Tambahan Tak Terstruktur)
World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia)

extensible markup language

Zimbabwe Revenue Authority (Otoritas Penerimaan Negara Zimbabwe)
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Glosarium

Automatic Exchange of Information (AEOI)/Pertukaran Informasi Otomatis adalah standar
internasional yang mengatur cara otoritas pajak negara-negara peserta bertukar data tentang rekening
bank dan perlindungan rekening wajib pajak.

Big Data (Mahadata) adalah bidang yang berfokus pada cara menganalisis, memperoleh informasi, atau
menggunakan serangkaian data yang terlalu besar atau kompleks untuk perangkat aplikasi pengolahan
data tradisional.

Desain UX adalah proses yang digunakan tim desain untuk membuat produk yang memberikan
pengalaman bermanfaat dan relevan bagi pengguna.

Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan memberikan
penerimaan baru serta peluang-peluang bernilai tambah; digitalisasi adalah proses beralih ke bisnis digital.

Digitisasi adalah proses perubahan dari format analog ke digital.

Kadaster fiskal adalah sistem registrasi real estate yang menunjukkan detail properti, termasuk
kepemilikan, batas-batas, kondisi fisik lahan, fungsi lahan, dan nilai untuk tujuan perpajakan.

Kemiskinan waktu adalah keadaan saat seseorang tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat dan
bersantai setelah memperhitungkan waktu yang dihabiskan untuk bekerja, baik di pasar tenaga kerja,
untuk pekerjaan rumah tangga, maupun untuk kegiatan lain yang diperlukan untuk mempertahankan
penghasilannya.

Manajemen perubahan adalah istilah umum untuk seluruh pendekatan pada persiapan dan pelaksanaan
perubahan organisasi dan mendukung individu, tim, dan organisasi melalui perubahan tersebut.

Pemerintah digital atau e-Governance adalah produksi dan penyediaan informasi dan pelayanan di
dalam pemerintah dan antarpemerintah dan masyarakat dengan menggunakan beragam teknologi
informasi dan teknologi (TIK).

Pengeluaran pajak adalah penerimaan yang direlakan pemerintah melalui ketentuan pajak yang
memungkinkan (1) pemotongan, pengecualian, peniadaan atau kredit pada pengeluaran, penghasilan, atau
investasi wajib pajak yang kena pajak, (2) penundaan kewajiban pajak, atau (3) tarif pajak preferensial.

Phishing adalah upaya curang untuk memperoleh informasi sensitif atau berharga seperti nama
pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit, dengan berpura-pura menjadi entitas terpercaya dalam
komunikasi elektronik.

Standar Pelaporan Umum adalah salah satu standar informasi untuk Pertukaran Informasi Otomatis
(AEQI). Standar ini menentukan informasi rekening keuangan yang akan dipertukarkan, lembaga keuangan
yang harus melaporkan, jenis rekening dan wajib pajak yang tercakup, dan prosedur uji tuntas umum yang
harus diikuti oleh lembaga keuangan.
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